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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Rencana Strategis Dinas
Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 Revisi 2019 ini dapat
terselesaikan. Revisi Rencana Strategis ini dilakukan dalam rangka menyikapi isu-
isu terkini yang berkembang dimasyarakat dalam skala daerah maupun skala
nasional, sehingga sebagai salah satu mesin penggerak jalannya roda
pemerintahan daerah maka Dinas Pertanian perlu melakukan penyesuaian
terhadap program-program yang dilaksanakan agar tetap sesuai dengan visi dan

misi daerah dalam rangka perwujudan pembangunan ketahanan nasional.

Menjalankan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah, Dinas Pertanian
Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur pelaksana
Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang
tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan dan melaksanakan kebijakan

dalam rangka pembangunan disektor pertanian.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun

Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi
daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya
kepada daerah dalam rangka Desentralisasi. Dengan Desentralisasi tersebut
menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan
memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang
berorientasi pada good government dan clean governance dimana tata kelola
pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam
pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya
optimalisasi disegala bidang yang dimulai dengan perencanaan pembangunan
yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan
yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan
memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu
pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global.
Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang,
jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan
informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah,
penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan
para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan

daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara



sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan
hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan
yang dikehendaki, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan
tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu
Selatan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis, dan komprehensif
serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada
pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, menyusun
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2016 - 2021.

Rencana Strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54
tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)
tahunan. Dalam Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi
serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi,
potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh
berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama
kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (strength),
kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (treathment) yang ada
atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang
diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

Fungsi rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah
sebagai tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Selatan dalam urusan perencanaan pembangunan agar dapat
menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional,
nasional maupun global. Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal
untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam
penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LAKIP).



Proses penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu
Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu : tahap pertama : persiapan penyusunan
renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan
penyusunan agenda kerja tim renstra serta pengumpulan data dan informasi.
Tahap kedua : penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu
tahap perumusan rancangan renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra.
Tahap ketiga : penetapan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi
bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan
daerah. Dengan demikian Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya
baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah. Gambaran
mengenai keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat
dijelaskan dalam bagan berikut:

BAGAN 1

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya

RPJP Pedoman RPJM D jabarkan RKP
NASIONAL — " NASIONAL —
1 t
Diperhatikan : :
! 4
Pedoman Dijabarkan Pedoman
RPJP RPJM RKP
DAERAH ~ DAERAH — DAERAH it
20 tahun 5 tahun 1 tahun
Pedoman l Diacu l
RENSTRA RENJA
SKPD Pedoman SKPD
5 tahun 1 tahun

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan
dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2

Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,



Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten

Bengkulu Selatan 2016-2021 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun propinsi,

diantaranya adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang - Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang - Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang - Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
19/Permentan/Hk.140/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian
Pertanian Tahun 2015-2019;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW
Propinsi Bengkulu Tahun 2012-2032;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4
Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2005-2025 ( Lembaran Provinsi Bengkulu Tahun 2013
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu
Selatan tahun 2010-2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 03 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu

Selatan

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-

2021 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang

ingin dicapai Dinas Pertanian dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan

dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah



Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2016-2021.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Strategis Dinas Pertanian
Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain : Renstra Dinas Pertanian yang disajikan
dengan maksud untuk memberikan gambaran program pembangunan sektor

pertanian, perternakan dan perkebunan tahun 2016-2021.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu
Selatan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu
Selatan tahun 2016-2021 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka
waktu lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian
yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal yang akan dicapai
atau dihasilkan oleh Dinas Pertanian dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan
meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan
aktivitas lembaga menuju perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai dalam

melaksanakan misi lembaga.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten

Bengkulu Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BABII GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten
Bengkulu Selatan

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

Kabupaten Bengkulu Selatan

BABIII PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

3.4. Penentuan Isu - [su Strategis

BABIV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahDinas Pertanian
BABYV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten
Bengkulu Selatan

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9)

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.

pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana
strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka
menengah daerah (RPJMD);

perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi,
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta
pengawasan pelayanan bidang Pertanian serta pengelolaan sistem
informasi;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pertanian dan
sumber daya Pertanian;

pelaksanaan administrasi dinas;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan,
program dan kegiatan bidang Pertanian;

pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (AKIP);

pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis
dibawah koordinasi dinas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.



(1)

(2)

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan

umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta

anggaran dinas Pertanian;

pengelolaan data dan informasi di bidang Pertanian;

koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dibidang Pertanian;

pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang

meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi

dinas

pembinaan dan Pengelolaan keegawaian di lingkungan dinas;

pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;

koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;

pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;

koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat

di bidang Pertanian;

j.  penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan
fasilitasi bantuan hukum di bidang Pertanian;

k. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Pertanian;

l.  penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian; dan

m. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
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Pasal 6

Sekretaris membawahi:

a.
b.
C.

(1)

(2)

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 7

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi

kegiatan yang berhubungan dengan bagian umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;



(1)
(2)

pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan
serta dokumentasi;

pelaksananaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan
pengelolaan system informasi kepegawaian;

penyusunan rencana Kkebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas;

pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan
peraturan dan perundang-undangan di bidang pertanian;

pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan
kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar
operasional prosedur di Sub Bagian umum dan kepegawaian;

penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
urusan administrasi umum dan kepegawaian;

pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi dan publikasi serta
hubungan masyarakat;

koordinasi penyiapan bahan angka kredit jabatan fungsional tertentu
dan pengusulan kenaikan pangkat; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 8

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas
mnyusun perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.

o o

penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas

koordinasi dan penyusunan akuntabilitas kinerja (LAKIP);

penyiapan, pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan
anggaran dinas;

pelaksanaan pengendalian evaluasi serta pelaporan program dan
kegiatan sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar
operasional prosedur di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan;

penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

pengkoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian
laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.



(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah,
mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan
barang milik daerah di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub

Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

b. penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan keuangan dan
anggaran dinas;

c. pengolaan anggran dinas;

d. penatausahaan administrasi keuangan dinas;

e. penyusunan dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan dinas secara
berkala;

f. pengelolaan dan penatausahaan barang milik daearah di lingkungan
dinas;

g. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
urusan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan
dinas;

h. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar
operasional prosedur di Sub Bagian;

i. pengevaluasian pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian
Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

j.  pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian
Pasal 10

Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian Melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan
dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian menyelenggarakan
fungsi:

penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida,
serta alat dan mesin pertanian;

pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

pemberian fasilitasi investasi pertanian;

g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
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h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 11

Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian membawahi:

a.
b.
C.

(1)

(2)

(1)

(2)

Seksi lahan dan irigasi;
Seksi pupuk dan pestisida;
Seksi alat dan mesin pertanian

Paragraf 1
Kepala Seksi Lahan dan Irigasi
Pasal 12

Kepala Seksi Lahan dan Irigasi melakukan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di

bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi lahan dan irigasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan
[rigasi;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan
dan irigasi pertanian;

c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi
tersier;

d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, otimalisasi
dan pengendalian lahan pertanian;

e. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan
pertanian;

f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;

g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan
Irigasi; dan

h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Seksi Seksi Pupuk, Pestisida Dan Alat
dan Mesin Pertanian (Alsintan)
Pasal 13

Kepala Seksi Seksi Pupuk, Pestisida Dan Alsintan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang
pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Seksi Pupuk, Pestisida Dan Alsintan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk,

Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;



(1)

(2)

(1)

(2)

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat
dan mesin pertanian;

c. penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

d. melakukan pegawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat
dan mesin pertanian;

e. penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

f.  penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk,
pestisida, alat dan mesin pertanian; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Seksi Seksi Pembiayaan Dan Investasi
Pasal 14

Kepala Seksi Pembiayaan Dan Investasi Melakukan penyiapan bahan

penyusunan dan pelaksanaan Kkebijakan, pelaksanaan dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan

investasi pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi Pembiayaan Dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan
dan Investasi;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan
teknis di bidang pembiayaan pertanian;

c. pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;

d. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;

e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan
dan Investasi; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 15

Kepala Bidang Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan
dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang
tanaman pangan;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang
tanaman pangan;



e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan
bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;

f.  pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang tanaman pangan;

g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Kepala Bidang Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawabhi:

a.
b.
C.

(1)

(2)

(1)

Seksi produksi tanaman pangan;
Seksi perbenihan dan perlindungan;
Seksi pengolahan dan pemasaran.

Paragraf 5
Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan
Pasal 17

Kepala Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi

tanaman pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi produksi tanaman pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi
Tanaman Pangan;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi
tanaman pangan;

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang
tanaman pangan;

d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang
tanaman pangan;

e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang
tanaman pangan;

f.  penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi
Tanaman Pangan; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6
Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan
Pasal 18

Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan mempunyai tugas Melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan
perlindungan tanaman pangan.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi perbenihan dan perlindungan menyelenggarakan fungsi:

(1)

a.

b.

[S—

ju—

penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan
Dan Perlindungan Tanaman Pangan;

penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan
perlindungan di bidang tanaman pangan;

penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di
bidang tanaman pangan;

penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang
tanaman pangan;

penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih di
bidang tanaman pangan;

penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan
pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan;

penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang
beredar di bidang tanaman pangan;

penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di
bidang tanaman pangan;

penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu
tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;

penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional
pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;

pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;

penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman
pangan;

penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang
tanaman pangan;

penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang
tanaman pangan;

penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman
pangan;

penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di
bidang tanaman pangan;

penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan
Dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7
Kepala Seksi pengolahan dan pemasaran
Pasal 19

Kepala Seksi pengolahan dan pemasaran mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan
pemasaran hasil tanaman pangan.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Seksi pengolahan dan pemasaran menyelenggarakan fungsi:

(1)

(2)

a.

b.

penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil
tanaman pangan;

penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di
bidang tanaman pangan;

penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman
pangan;

penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
(CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan
(SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;

pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman
pangan;

fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan
Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8
Kepala Bidang Perkebunan
Pasal 20

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan
dan evaluasi di bidang perkebunan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan,
pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang
perkebunan;

pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang
perkebunan;

pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan
bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang
perkebunan;

pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang perkebunan;



h.

1.
J-

pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Kepala Bidang Perkebunan membawahi:

a.  Seksi perbenihan dan perlindungan;

b.  Seksi produksi tanaman perkebunan;

C. Seksi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

Paragraf 9
Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan
Pasal 22

(1) Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan mempunyai tugas
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
perbenihan dan perlindungan perkebunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;

penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan
perlindungan perkebunan;

penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di
bidang perkebunan;

pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
pemberian sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di
bidang perkebunan;

perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul
di bidang perkebunan;

penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih
yang beredar di bidang perkebunan;

penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan
benih di bidang perkebunan;

penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan.
penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan
operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang
perkebunan;

pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;

penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang
perkebunan;



(1)

(2)

(1)

(2)

n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di
bidang perkebunan;

0. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang
perkebunan;

p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang
perkebunan;

g- pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di
bidang perkebunan;

r. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan

s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 10
Kepala Seksi produksi tanaman perkebunan
Pasal 23

Kepala Seksi produksi tanaman perkebunan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi
perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi produksi tanaman perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi

Perkebunan;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;

c. penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;

d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang
perkebunan;

e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang
perkebunan;

f.  penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi
Produksi Perkebunan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 11
Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Pasal 24

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan
fungsi:



penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil
perkebunan;

penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di
bidang perkebunan;

penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang
perkebunan;

penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
(CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan
(SKKP/SKP) di bidang perkebunan;

pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang perkebunan;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang perkebunan;

penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 12
Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Pasal 25

(1) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan
dan evaluasi di bidang perternakan dan kesehatan hewan serta kesehatan
masyarakat veteriner.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a.

o o
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penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan
kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang perternakan;

pengelolaan sumber daya genetik hewan;

pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan
ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
pengendalian penyakit hewan dan penjaminan Kesehatan hewan;
pengawasan obat hewan;

pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Pertanian masyarakat
veteriner dan kesejahteraan hewan;

pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, Keshatan hewan dan
Pertanian masyarakat veteriner;



k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang peternakan;

l.  pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi:
a. Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak;

b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;

c.  Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan

Paragraf 13
Kepala Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak
Pasal 27

(1) Kepala Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit
dan Produksi;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan,
dan produksi peternakan;

c. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak,
dan hijauan pakan ternak;

d. penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan
Pakan Ternak (HPT);

e. penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;

f.  penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;

g. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui
jaminan kemurnian dan kelestarian;

h. pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;

i. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;

j.  penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 14
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet
Pasal 28

(1) Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian



(2)

(1)

(2)

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan

dan kesehatan masyarakat veteriner.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan
Hewan dan Kesmavet;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan
kesmavet;

c. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;

d. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit
hewan;

e. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan
penerbitan keterangan kesehatan hewan;

f. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;

g. penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;

h. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;

i. penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan
qurban;

j. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah
wabah penyakit hewan menular;

k. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat
hewan;

l. penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat
hewan;

m. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan
Hewan dan Kesmavet; dan

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 15
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perternakan
Pasal 29

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perternakan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perternakan hasil perkebunan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Peternakan;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan dan
pemasaran hasil peternakan;

c. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak,
hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;

e. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi
pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;



(1)
(2)

fa— —

pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di
bidang peternakan;

penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil
peternakan;

penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
(CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan
(SKKP/SKP) di bidang peternakan;

pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan hewan;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang peternakan;

pematauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan  pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang peternakan;

penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Peternakan;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 16
Kepala Bidang Penyuluhan
Pasal 30

Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan, programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata
kerja, dan metode penyuluhan pertanian;

pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi
penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;

pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan
forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan
swasta;

pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Kepala Bidang Penyuluhan membawahi:
Seksi Kelembagaan;

Seksi Ketenagaan;

Seksi Seksi Metode Dan Informasi.

a.
b.
C.
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(2)

(1)
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Paragraf 17
Kepala Seksi Kelembagaan
Pasal 32

Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta

pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan
penyuluhan pertanian;

c. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di
bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;

d. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas
kelembagaan petani;

e. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan
pertanian;

f.  penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan
petani;

g. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai
penyuluhan pertanian;

h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 18
Kepala Seksi Ketenagaan
Pasal 33

Kepala Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta

pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan
Penyuluhan Pertanian;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan
pertanian;

c. penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan
pertanian;

d. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan
penyuluhan pertanian;

e. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan
penyuluh pertanian;
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f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan
pertanian;

g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan
Penyuluhan Pertanian; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 19
Kepala Seksi Metode Dan Informasi
Pasal 34

Kepala Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis

serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan
pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi Metode dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan
Informasi Penyuluhan;

b. penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan
metodologi penyuluhan pertanian;

c. penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi
penyuluhan pertanian;

d. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;

e. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan system manajemen
informasi penyuluhan pertanian;

f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan
Informasi Penyuluhan Pertanian; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian;

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah;

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang

Pertanian yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada Kabupaten;

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pertanian;



b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas
bidang Pertanian ;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
pelaksanaan administrasi dinas; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

o o

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri
dari :
1) Seksi Lahan dan Irigasi;
2) Seksi Pupuk dan Pestisida;
3) Seksi Alat dan Mesin Pertanian.

d. Bidang Bidang Tanaman Pangan dan holtikultura membawahi 3 (tiga) Seksi
terdiri dari :
1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

e. Bidang Perkebunan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
2) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

f. Bidang peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri
dari :
1) Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak;
2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan

g. Bidang Penyuluhan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
1. Seksi Kelembagaan;
2. Seksi Ketenagaan;
3. Seksi Metode dan Informasi;

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas

| Sekretaris |

Sub Bagian Umum
Dan Kepegawaian

Sub Bagian
Perencanaan,
Evaluasi Dan

Pelaporan

Keuangan dan Barang
Milik Daerah

Sub Bagian

Bidang Bidang Bidang Peternakan dan
Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Dan Bidang Perkebunan Kesehatan Hewan Bidang Penyuluhan
Pertanian Holtikultura
1 1 | 1 1
Seksi Seksi Seksi Perbenihan Dan Seksi
Lahan dan Irigasi Produksi Tanaman Perlindungan [—| Perbibitan, Produksi | Seksi Kelembagaan
Pangan Dan Pakan Ternak
Seksi Seksi Perbenihan Dan Seksi Seksi
Pupuk, Pestisida dan Perlindungan Produksi Tanaman —| Kesehatan Hewan Dan — Seksi Ketenagaan
Alsintan Perkebunan Kesmavet
Seksi Seksi pengolahan dan Seksi Pengolahan Dan Seksi Pengolahan Dan
Pembiayaan dan pemasaran Pemasaran Hasil || Pemasaran Peternakan | Seksi Metode Dan
Investasi Perkebunan Informasi
UPTD
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2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human
Resources) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi
dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu,
pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja
serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

2.2.1 Kondisi Umum Pegawai
Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

F

1. | Golongan IV 6 orang 8,0
2. | Golongan III 63 orang 80,0
3. | Golongan II 3 orang 4,0
4. | Golongan 0 orang 0,0
5. | Honorer 6 orang 8,0

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel
2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No  Pendidikan | jumlah

1. | Strata2 (S 2) 5 7,0
2. |Stratal(S1) 48 63,0
3. | Diploma 4 (D 4) 1 2,0
4. | Diploma 3 (D 3) 3 4,0
5. | Diploma1 (D 1) 1 2,0
6. | SLTA /SMK 16 20,0
7. | SLTP 1 2,0




Dari tabel di atas dapat dilihat untuk klasifikasi tingkat pendidikan strata 2
(S2) berjumlah 5pegawai dengan dengan proporsi sebesar 7,0 persen. Pada tingkat
pendidikan strata 1 (S1) menunjukan jumlah pegawai yang paling dominan yaitu
dengan jumlah 48 pegawai dengan persentase sebesar 63,0 persen dari
keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan,
untuk Klasifikasi Diploma 3 (D3) berjumlah 3 orang dengan jumlah persentase 2,0
persen untuk SLTA/SMK berjumlah 16 pegawai dengan menyumbang sebesar
20,0persen sedangkan untuk SLTP berjumlah 1 pegawai dengan menyumbang

sebesar 2,0persen.

Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
kepemimpinan dapat di lihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai yang sudah Diklatpim

1 | Diklat Kepemimpinan Tingkat II IV -
2 | Diklat Kepemimpinan Tingkat III \Y 6
3 | Diklat Kepemimpinan Tingkat IV I11 7

2.2.2 Kondisi Umum Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian di Kabupaten
Bengkulu Selatan pemerintah pusat telah memberikan Bantuan kepada
Masyarakat melalui Dana APBN (Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi) yang
secara rinci bantuan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel2.4.
Daftar Bantuan APBN tahun 2016 di Kabupaten Bengkulu Selatan.

~

2 3 4 5

A. | Sub Sarana Dan Prasarana
1. | Optimasi Lahan Padi
a. Optimasi Lahan 4.000 Ha | 4.400.000.000 | 11 Kecamatan
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2. | Pengelolaan Air Irigasi

a. Pengembangan JITUT 3.000 Ha | 3.300.000.000 | 7 Kecamatan
3. | Bantuan Pupuk Urea 350ton | 1.695.750.000 | Kab.B/S
4. | Bantuan Pupuk NPK 350 ton | 2.082.500.000 | Kab.B/S
5. | Bantuan Alat Mesin

Pertanian :

a. Hand Traktor 22 Unit Kab. B/S

b. Pompa Air 8 Unit - Kab. B/S

c. RMU 4 Unit Kab. B/S

d. Rice Transpelanter 2 Unit Kab. B/S

e. Vertikal Drayer 2 Unit Kab. B/S

f. Bad Dryer Jagung 1 Unit Kab. B/S

g. Combine Harvester 5 Unit Kab. B/S

B. | Sub. Sektor Tanaman

Pangan
1. | GP-PTT Padi Non Hibrida 8.500 ha - Kab. B/S
2. | GP-PTT Jagung Hibrida 3.000 ha Kab. B/S
3. | GP-PTT Kedele 830 ha Kab. B/S

C. | Sub. Sektor Peternakan

1. | Bantuan Ternak Sapi 40 ekor - Kec. Pino
2. | Bantuan Alat Pengolahan 2 Unit - Kec. Pino
Pupuk Organik (UPPO) Raya

Kec. Pino

Dalam rangka mendukung penerapan teknologi, tersedianya alat dan mesin

pertanian juga memegang peranan penting. Alat dan mesin Tanaman Pangan dan

Peternakan tertera pada tabel 2.5 dan tabel 2.6.

Tabel 2.5
Jumlah Alat dan Mesin sub sektor Tanaman Pangan s/d 2015.

1 2 3
1. | Pengolah Tanah:

1. Traktor Roda 4 3 Seginim, Pino Raya, Air Nipis

2. Traktor Roda 2 901 | Kab. Bengkulu Selatan

30



2. | Penanam Padi Transplanter 7 | Kedurang, Kedurang llir,
Seginim, Air Nipis
3. | Pengendalian OPT :
1. Penyemprot (Hand Sprayer) 13.402 | Kab. Bengkulu Selatan
2. Emposan tikus 260 | Kab. Bengkulu Selatan
4. | Pengairan : Pompa Air 131 | Kab. Bengkulu Selatan
5. | Pemanenan:
1. Sabit Bergerigi 48.120 | Kab. Bengkulu Selatan
2. Pemotong Padi (Reaper) 1 | Kec. Kedurang Ilir
3. Padi Mower 29 | Kab. Bengkulu Selatan
6. | Perontok/Pemipil :
1. Perontok Padi (Threser) 847 | Kab. Bengkulu Selatan
2. Perontok Jagung (Consheller) 57 | Kab. Bengkulu Selatan
3. Perontok Multiguna 29 | Kab. Bengkulu Selatan
7. | Pembersih Gabah (Winower) 8 | Kab. Bengkulu Selatan
8. | Pengeringan:
1. Pengering Type Datar 1 | Seginim
2. Pengering Type Vertikal 2 | Seginim, Pino Raya
9. | Penggilingan :
1. Kecil (Small Rice Mill) 66 | Kab. Bengkulu Selatan
2. Menengah (Medium Rice 77 | Kab. Bengkulu Selatan
Mill) 5 | Kab. Bengkulu Selatan
3. Besar (Large Rice Mill)
10. | Pembuat Pupuk Organik (OPPO) 16 | Kab. Bengkulu Selatan
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Tabel 2.6
Jumlah Alat dan Mesin sub sektor Peternakan s/d tahun 2015
di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Cooper Terrip

Mesin Pakan Ternak

Cooper dan Mixer (pengolah
pupuk)

Mesin potong rumput

Hand tractor

Hand sprayer

Timbangan ternak

Tongkat ukur ternak

=N

(S G U G

UPT.PT-HMT Selali
UPT.PT-HMT Selali
UPT.PT-HMT Selali

UPT.PT-HMT Selali
UPT.PT-HMT Selali
UPT.PT-HMT Selali
Pos IB
Pos IB
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10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

Mesin Tetas

Mesin Pencabut Bulu Ayam
Mesin Pembuat Bakso
Jet pump

Mesin pompa air (kecil)
Peralatan IB

- Container ( 30 Ltr)

- Container ( 20 Ltr)

- Container ( 3 Ltr)

- Inseminasi Gun

- Heat Detector

- Tang Aplikator
Laminator

Penjahit Karung

Lori

Mesin Kompos

Alata Kedokteran Hewan dan
Lab.

- Lemari Es

- Foging Al

- PH Meter Digital

- Cool Box

- Mikroskop

- Centrifuge 8 tabung
- Erlenmayer 50 ml

- Erlenmeyer 100 ml

- Erlenmayer 250 ml

- Gelas Ukur 100 ml

- Tabung Reaksi

- Petridish

- Pipet (Tetes)

- Pipet (Ukur)

- Rak Tabung Reaksi

- Mortir + alu

e N N S N [

PN =R B RREREDNNON

Ul
o

w U1 U1 © O

Pos IB
Pos IB
Pos IB

UPT.PT-HMT Selali
UPT.PT-HMT, RPH, KT

Pos IB
Pos IB
Pos IB
Pos IB
Pos IB
Pos IB
Pos IB

UPT.PT-HMT Selali
UPT.PT-HMT Selali
UPT.PT-HMT Selali
UPT.PT-HMT Selali

Puskeswan

Puskeswan dan

UPT.SIL.
Puskeswan
Puskeswan
Puskeswan
Puskeswan
Puskeswan
Puskeswan
Puskeswan
Puskeswan
Puskeswan
Puskeswan
Puskeswan
Puskeswan
Puskeswan
Puskeswan

berperan penting atas keberhasilan peningkatan produksi.

Dalam rangka upaya peningkatan produksi, infra strukturpendukung

Infra struktur

pendukung yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dana

DAK Dan APBN/TP sebagaimana tertera dalam tabel 2.7.
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Tabel 2.7.
Daftar Infra Struktur Yang Dilaksanakan Tahun 2016
di KabupatenBengkulu Selatan

Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian /Perkebunan

A. Kontruksi Jaringan Irigasi

1 | Pembangunan Jaringan Irigasi 1 Paket DAK Balai Benih
Kt.Medan

2 | Pembangunan DAM Parit Jabau 1 Paket DAK Kec. Seginim

3 | Pembangunan DAM Parit Kulus 1 Paket DAK Kec. Seginim

4 | Pembangunan DAM Parit Lb Ayun 1 Paket DAK Kec. Manna

5 | Pembangunan DAM Parit Kb Agung 1 Paket DAK Kec. Kedurang

6 | Pembangunan DAM Parit Air Sakai 1 Paket DAK Kec. Pino Raya

7 | Pembangunan DAM Parit Mr Payang | 1 Paket DAK Kec. Seginim

8 | Pembangunan DAM Parit Tj Aur 1 Paket DAK Kec. Pino Raya

9 | Pembangunan DAM Parit Buluh 1 Paket DAK Kec. Bunga Mas
Telang

10 | Pembangunan DAM Parit Tl Kering 1 Paket DAK

11 | Pembangunan DAM Parit Danau 1 Paket DAK Kec. Air Nipis

12 | Pembangunan DAM Parit Rantas 1 Paket DAK

13 | Pembangunan Embung Pauk Bumur 1 Paket DAK

14 | Pembangunan Embung Sp Pino 1 Paket Kec. Pino

15 | Pembangunan Embung Air Jangkang 1 Paket DAK Kec. Seginim

16 | Pembangunan Embung Sw Lebong 1 Paket DAK Kec. Seginim

17 | Pembangunan Embung Sw lebak 1 Paket DAK Kec.
B. Kontruksi Jalan Sentra Produksi (JSP)

1 | Jalan Sentra Produksi Pagar Dewa 1 Paket DAU Kec. Kota Manna

2 | Jalan Sentra Produksi Ataran Jabau 1 Paket DAU Kec. Seginim

3 | Jalan Sentra Produksi Trans Sulau 1 Paket DAU Kec. Kedurang Ilir

4 | Jalan Sentra Produksi Cugung Randau | 1 Paket DAU Kec. Pino Raya

Tungkal 11
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5 | Jalan Sentra Produksi Talang Nagkau | 1 Paket DAU Kec. Pino Raya
Tungkal 11

6 | Jalan Sentra Produksi Desa Tanjung | 1 Paket DAU Kec. Pino Raya
Aur Il

7 |Jalan Sentra Produksi Ataran | 1 Paket DAU Kec. Air Nipis
Bengkenang

8 | Jalan Sentra Produksi Bakal Dalam 1 Paket DAU Kec. Air Nipis

9 | Jalan Sentra Produksi Bukit Patah 1 Paket DAU Kec. Air Nipis

10 | Jalan Sentra Produksi Suka Jaya 1 Paket DAU Kec. Kedurang Ilir

11 | Jalan Sentra Produksi Ataran Binjai 1 Paket DAU Kec. Pino Raya

12 | Jalan Sentra Produksi Sekuning Ds | 1 Paket DAU Kec. Manna
Lubuk Sirih

13 | Jalan Sentra Produksi Pematang | 1 Paket DAU Kec. Kedurang
Sungkaian

14 | Jalan Sentra Produksi Aik Cegelang Ds | 1 Paket DAU Kec. Seginim
Durian Seginim

15 | Jalan Sentra Produksi Ds Air Sulau 1 Paket DAU Kec. Kedurang Ilir

16 | Jalan Sentra Produksi Tambangan 1 Paket DAU Kec. Manna

17 | Jalan Sentra Produksi Gindo Suli 1 Paket DAU Kec. Bunga Mas

18 | Jalan Sentra Produksi Padang Jawi 1 Paket DAU Kec. Bunga Mas

19 | Jalan Sentra Produksi Lubuk Ladung 1 Paket DAU Kec. Kedurang Ilir

20 | Jalan Sentra Produksi Kembang Ayun | 1 Paket DAU Kec. Manna

21 | Jalan Sentra Produksi Ds Banding 1 Paket DAU Kec. Seginim

22 | Jalan Sentra Produksi Tanjung Aur 1 Paket DAU Kec. Pino

23 | Jalan Sentra Produksi Tumbuk Tebing | 1 Paket DAU Kec. Bunga Mas

24 | Jalan Sentra Produksi Ataran Pianggu | 1 Paket DAU Kec. Pino Raya

25 | Jalan Sentra Produksi Ataran Tebat | 1 Paket DAU Kec. Pino Raya
Besak

26 | Jalan Sentra Produksi Sekunyit DS | 1 Paket DAU Kec. Air Nipis
Suka Rami

27 | Jalan Sentra Produksi Air Pelilingan | 1 Paket DAU Kec. Pino Raya
Ds Karang Cayo

28 | Jalan Sentra Produksi Ataran Padang | 1 Paket DAU Kec. Seginim
Datar Ds Babatan

29 | Jalan Sentra Produksi Sekunyit Batu | 1 Paket DAU Kec. Air Nipis

Balai




30 | Jalan Sentra Produksi Padang Ja’au | 1 Paket DAU Kec. Pino
Air Umban

31 | Jalan Sentra Produksi jarung Sepatan | 1 Paket DAU Kec. Pino Raya
Ds Tungkal II

32 | Jalan Sentra Produksi Air Dingin Ds | 1 Paket DAU Kec. Pino
Tanjung Eran

33 | Jalan Sentra Produksi Pematang | 1 Paket DAU Kec. Ulu Manna
Serlayung Ds Talang Tinggi

34 | Jalan Sentra Produksi Gn Agung | 1 Paket DAU Kec. Seginim
Sulian Ds Darat Sawah

35 | Jalan Sentra Produksi Lubuk Napalan | 1 Paket DAU Kec. Kedurang
Ds Muara Tiga

36 | Jalan Sentra Produksi Tebing Kemang | 1 Paket DAU Kec. Pino Raya
Ds Tungkal II
C. Kontruksi Bangunan dan Pagar

1 | Pembangunan Gudang GCPP 1 Paket DAK Kt. Medan

2 | Pembangunan Pagar GCPP 1 Paket DAK Kt. Medan

3 | Pemb.Kantor UPTD Balai Benih 1 Paket DAK UPTD Balai Benih

4 | Pemb.Pagar UPTD Balai Benih 1 Paket DAK UPTD Balai Benih

5 | Pembangunan Kantor Puskeswan 1 Paket DAK

6 | Pembangunan Gudang HMT Selali 1 Paket DAK UPTD HMT Selali

7 | Pemb. Pagar UPT HMT Selali 1 Paket DAK UPTD HMT Selali

8 | Rehab BP3K Kedurang 1 Paket DAK BP3K Kedurang

9 | Rehab BP3K Bunga Mas 1 Paket DAK BP3K Bunga Mas

10 | Pembangunan Pagar BP3KSeginim 1 Paket DAK BP3K Seginim

11 | Pembangunan Pagar BP3K Air Nipis 1 Paket DAK BP3K Air Nipis

12 | Pemb. Pagar BP3K Bt Bandung 1 Paket DAK BP3K Bt.

Bandung

13 | Pemb.Kantor Bidang Peternakan 1 Paket DAU Kec. Kt Manna

14 | Pembangunan Garasi 1 Paket DAU Kec. Kt Manna

15 | Rehab Aula Dinas Pertanian 1 Paket DAU Kec. Kt Manna
D. Kontruksi Jalan Usaha Tani (JUT)

1 | Pemb. JUT Muara Pulutan 1 Paket DAK Kec. Seginim

2 | Pemb. JUT Tanjung Alam 1 Paket DAK Kec. Kedurang

3 | Pemb. JUT Ganjuh 1 Paket DAK Kec. Pino

4 | Pemb. JUT Pasar Pino 1 Paket DAK Kec. Pino Raya

Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai wilayah seluas 118.610 Ha, terdiri

dari lahan sawah seluas 11.026 Ha dan bukan sawah seluas 107.584Ha.

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8

Penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2015

A LAHAN SAWAH

- Irigasi teknis

11.026
3.917
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- Irigasi setengah teknis 1.432

- Irigasi sederhana 1.363

- Irigasi desa /non PU 1.472

- Tadah hujan 2.526

- Pasang surut 14

- Lebak 302

- Polder dan lainnya -

B. LAHAN BUKAN SAWAH 107.584

1. lahan Kering
- Pekarangan 5.263
- Tegal/Kebun 13.139
- Ladang/Huma 1.799
- Penggembalaan/Padang Rumput 1.414
- Sementara tidak diusahakan 17.385
- Ditanami pohon/ Hutan Rakyat 13.815
- Hutan Negara 18.992
- Perkebunan 24.493
- Lain-lain 10.073

2. Lahan Lainnya

- Rawa-rawa yang tidak ditanami 189

- Tambak -

- Kolam/tebat/enpang 249
Jumlah 118.610

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
yang telah dilaksanakan sebagai berikut :
2.3.1. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan
Luas panen merupakan luas lahan yang di tanami serta menghasilkan
produksi. Capaian luas panen dan produksi untuk 7 (tujuh) tanaman pangan
utama yang meliputi: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi
kayu dan ubi jalar, secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.9.
Perkembangan Luas Panen Padi dan Palawija Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2012 - 2015.

1 Padi 17.607 19.151 20.324 18.295

2 Jagung 1.940 1.995 2.752 1.411
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3 Kedele 140 144 146 196
4 Kacang Tanah 210 244 164 129
5 Kacang Hijau 59 59 49 27
6 Ubi kayu 96 96 124 69
7 Ubi Jalar 20 26 21 16

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian

Tabel 2.10.
Perkembangan Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2012 - 2015.

1 Padi 70.299 77.469 87.393 88.662
2 Jagung 9.282 9.582 14.814 8.254
3 Kedele 127 277 492 183
4 Kacang Tanah 456 456 218 130
5 Kacang Hijau 112 112 92 25
6 Ubi kayu 2.359 2.359 2.630 1.431
7 Ubi Jalar 316 326 282 206

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian

2.3.2. Luas Panen dan Produksi Tanaman Hortikultura

Komoditas hortikultura yang dibudidayakan di Bengkulu Selatan
sangatlah banyak. Komoditas hortikultura yang paling utama di usahakan
adalah Jeruk, mangga, pisang, durian dan salak. Perkembangan luas panen
dan produksi tanaman hortikultura utama dapat dilihat pada tabel 2.11 dan
tabel 2.12sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Perkembangan Jumlah Panen Tanaman Hortikultura di Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun 2012 - 2015.

Salak

123.005

126.075

112.945

104.219

Jeruk

33.130

34.050

41.567
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3 Mangga 1.985 3.147 5.578 3.742
4 Pisang 27.438 27.751 26.137 22.486
5 Durian 4.993 10.695 2.157 9.990
Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian
Tabel 2.12.

Bengkulu Selatan Tahun 2012 - 2015.

Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten

1 Salak 12.867 5.165 6.085 8.901
2 Jeruk 2.850 2.735 16.076 44.165
3 Mangga 2.121 3.401 4,516 5.446
4 Pisang 8.812 10.308 9.07 12.065
5 Durian 3.850 9.782 1.129 9.990

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian

2.3.3. Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas Perkebunan yang dibudidayakan di Bengkulu Selatan

sangatlah banyak. Komoditas Perkebunanyang paling utama di usahakan

adalah Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao dan Kelapa Dalam. Perkembangan

Luas Panen produksi dan produksi komoditas perkebunan utama dapat

dilihat pada tabel 2.13 dan tabel 2.14 berikut ini.

Tabel 2.13.
Perkembangan Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun 2012 - 2015.

1 Kelapa Sawit 13.694 13.729 14.092 14.276
2 Karet 4.551 4.633 4.654 4.637
3 Kopi 2.847 4.633 2.671 2.700
4 Kakao 1.473 1.464 1.421 1.413
5 Kelapa Dalam 962 851 951,6 956,6

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian
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Tabel 2.14.
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2012 - 2015.

1 Kelapa | /0800860 | 140.809.572 | 163.419.536 | 145.559.439
Sawit

2 Karet 3.198.270 3.245.227 3.266.928 2.729.544

3 Kopi 1.620 3.245 1.491 1.568

4 Kakao 723 723 726 664,5

5 Kelapa 849 813 862 862
Dalam

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian

2.3.3. Jumlah Populasi dan Produksi Ternak

Komoditas Peternakan yang paling utama di usahakan adalah Sapi,
Kerbau, Kambing, Ayam Buras, Ayam potong, Itik, Entok. Perkembangan
Populasi dan produksi ternak utama dapat dilihat tabel 2.15 dan tabel 2.16

berikut ini.

Tabel 2.15.
Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2012 -2015.

1 Sapi 12.265 13.849 13.854 14.080
2 Kerbau 4.567 3.761 3.874 3.871
3 Kambing 22.870 22.917 18.801 18.856
4 Ayam Buras 345.281 323.396 304.317 296.482
5 Ayam Potong 42.566 47.575 63.037 88.769
6 Itik 14.074 20.088 22.704 22.821
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7 Entok 7.834 7.834 28.269 28.298

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian

Tabel 2.16.
Perkembangan Produksi Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2012 -2015.

1 Sapi 148,05 171,11 177,13 118,34
2 Kerbau 61,88 201,09 209,87 104,53
3 Kambing 40,38 26,73 37,33 18,83
4 Ayam Buras 82,35 79,31 76,83 45,03
5 Ayam Potong 86,23 88,33 92,40 59,23
6 Itik 0,80 4,84 6,23 2,75
7 Entok 0,64 0,64 4,52 2,50

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian

2.3.3. Realisasi Pendanaan

Dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan, Dinas
Pertanian dan mendapat alokasi dana, baik dari APBN, APBD provinsi
maupun APBD kabupaten. Pendanaan ini bertujuan agar Dinas Pertanian
dapat melakukan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan
optimal. Anggaran Belanja Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu
Selatan tahun 2011 - 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu
Selatan dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA).

Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya
mengalami peningkatan, semula pada tahun 2012 sebesar Rp.
14.765.328.000,- dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 19.821.308.350,- atau
naik sebesar 34,25 %. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada
tahun 2012 sebesar 93,97 % kemudian menjadi 98,94 % pada tahun 2015.
Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok

belanja dari tahun 2012 - 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.17.
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Tabel 2.17.

Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2012 - 2015.

2012 | 2013 | 2014 | 2015

(%)

1 |Belanja Tidak
4.048.425.200| 3.817.635.900 | 4.009.172.300 | 4.622.074.600
Langsung
2 |Belanja Langsung :

- Belanja Pegawai 286.531.500 629.666.000 812.512.000 693.148.000
Belanja Barang 3.212.515.500 2.060.474.000 3.191.621.250 2.784.887.550
danjasa

- Belanja modal 7.217.855.800| 7.645.489.320 | 6.736.856.750 |11.721.198.200

Pagu Anggaran 14.765.328.000 | 14.032.265.220 |15.348.162.300 |19.821.308.350
Persentase Realisasi
93,97 97,27 97,65 98,94

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

Berdasarkan gambaran umum dari kondisi saat ini dapat diidentifikasi

beberapa permasalahan bidang pertanian. Hasil identifikasi masalah ini

akan digunakan untuk mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran,

kebijakan dan program sesuai visi, misi yang telah ditetapkan. Dalam

melakukan analisa untuk menentukan strategi, sasaran dan program,

Renstra ini menggunakan telaahan SWOT dengan menganalisa faktor

internal yang mencakup Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness)

serta faktor eksternal yang mencakup Peluang (Opportunity) dan Kendala

(Threats) dengan hasil sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan dengan fokus menilai dan

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Dinas Pertanian Kabupaten

Bengkulu Selatan yang akan mempengaruhi kinerja Dinas, yaitu :

a. Kekuatan (Strenghts)

1) Tersedianya sumberdaya aparatur

2) Adanya kelembagaan dan OTDA (dukungan perangkat hukum)

3) Fungsi koordinasi yang baik

4) Tersedianya akses informasi propinsi dan pusat
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2.

b. Kelemahan ( Weakness )

1) Sarana dan prasarana operasional belum memadai
2) Kurangnya anggaran dan pembiayaan
3) Kinerja aparatur belum optimal

4) Tingkat keterampilan aparatur masih rendah

Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilakukan terhadap kekuatan lain di luar
lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, baik berupa
peluang maupun tantangan yang akan mempengaruhi kinerja Dinas,
yaitu :

a. Peluang ( Opportunities )

1) Keanekaragaman hayati

2) Tersedianya lahan yang luas

3) Meningkatnya permintaan pasar
4) Pertambahan jumlah penduduk

5) Perkembangan teknologi pertanian dan peternakan

b. Tantangan ( Threats )

1) Kerusakan sumberdaya alam

2) Globalisasi atau perdagangan bebas

3) Tingkat investasi masyarakat masih rendah

4) Regulasi peraturan perundangan-undangan

5) Rendahnya minat generasi muda untuk bertani dan beternak

6) Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance

Dari hasil identifkasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal,

selanjutnya dilakukan pembobotan dan rating untuk mencari kesimpulan
analisis faktor internal dan eksternal. Dengan analisis pembobotan dan rating
akan diperoleh perumusan KAFI (Kesimpulan Analisis Faktor Internal) dan
KAFE (Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal), sebagaii berikut : Tabel 2.19.

Perumusan KAFI melalui Pembobotan PLI.
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Tabel 2.19.
Perumusan KAFI dan KAFE melalui Pembobotan PLI dan PLE

Kekuatan (Strenghts)
1 | Tersedianya sumberdaya aparatur 10 2 20 111
2 | Adanya kelembagaan dan OTDA
(dukungan perangkat hukum) 20 4 80 I
3 | Fungsi koordinasi yang baik 15 3 45 II
4 | Tersedianya akses informasi propinsi
dan pusat 5 1 5 v
Kelemahan (Weakness)
1 | Sarana dan prasarana operasional belum
memadai 15 3 45 I
2 | Kurangnya anggaran dan pembiayaan 20 4 80 I
3 | Kinerja aparatur belum optimal 10 2 20 111
4 | Tingkat keterampilan aparatur masih 5 1 5
rendah v

Peluang (Opportunity)
1 | Keanekaragaman hayati 5 1 5 \
2 | Tersedianya lahan yang luas 15 3 45 I
3 | Meningkatnya permintaan pasar 10 2 20 11
4 | Pertambahan jumlah penduduk 10 2 20 11
5 | Perkembangan teknologi pertanian dan 10 ) 20 v
peternakan
Tantangan (Threats)
1 | Kerusakan sumberdaya alam 15 3 45 I
2 | Globalisasi atau perdagangan bebas 10 2 20 I
3 | Tingkat investasi masyarakat masih
rendah 5 1 5 \
4 | Rendahnya minat generasi muda untuk
bertani dan beternak 10 2 20 I
5 | Meningkatnya tuntutan pelaksanaan

iood iovernance 10 2 20 IV

Berdasarkan Analisis KAFI dan KAFE dengan pembobotan terhadap
identifikasi faktor lingkungan strategis, maka ditetapkan kesimpulan sebagai
berikut :
1. KAFI (Kesimpulan Analisis Faktor Internal)

Kekuatan :

a. Adanya kelembagaan dan OTDA (dukungan perangkat hukum)



b. Fungsi koordinasi yang baik
c. Tersedianya sumberdaya aparatur

d. Tersedianya akses informasi propinsi dan pusat

Kelemahan :
a. Kurangnya anggaran dan pembiayaan
b. Sarana dan prasarana operasional belum memadai
c. Kinerja aparatur belum optimal
d. Tingkat keterampilan aparatur masih rendah
2.KAFE (Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal)
Peluang :
a. Tersedianya lahan yang luas
b. Meningkatnya permintaan pasar
c. Pertambahan jumlah penduduk

d. Perkembangan teknologi pertanian dan peternakan

Tantangan :

a. Kerusakan SDA

b. Globalisasi atau perdagangan bebas

c. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance

d. Rendahnya minat generasi muda untuk bertani dan beternak



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Identifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelayanan Dinas

Pertanian sangat diperlukan dalam rangka pembangunan pertanian di

Kabupaten Bengkulu Selatan 5 (lima) tahun kedepan. Beberapa

permasalahan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten

Bengkulu Selatan selama ini sebagai berikut :

1.

N o ok

Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penetapan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai lahan abadi
tanaman pangan dan hortikultura semusim;

Belum tersedianya dokumen Rencana Aksi (Action Plan) Pembangunan
Kawasan Pertanian yang menjadi arah kebijakan perencanaan dan
tindaklanjut yang diperlukan untuk pembangunan sektor pertanian;
Keterbatasan =~ dukungan  Dana  Daerah  untuk  membiayai
program/kegiatan pembangunan dan pemeliharaan;

Belum optimalnya fungsi kelembagaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP);
Fluktuasi harga komoditas pertanian yang tidak stabil;

Rendahnya kualitas SDM kelompok tani;

Lemahnya posisi tawar petani atas hasil produksi sebagai akibat
panjangnya rantai distribusi;

Penguasaan lahan petani yang semakin sempit, bahkan dibebarapa
wilayah petani hanya sebagai penggarap hal ini berakibat pendapatan
yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan;

Kondisi sarana dan prasarana dan infrastruktur pertanian dari dan
menuju sentra produksi masih belum cukup memadai dan yang tersedia

perlu adanya perbaikan/peningkatan;

10. Keterbatasan akses permodalan dan lemahnya penguasaan teknologi di

tingkat petani karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga sulitnya
petani mengadopsi teknologi yang berdampak pada penerapan

budidaya yang belum sesuai rekomendasi;
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11.Laju alih fungsi secara tak terkendali pada lahan pertanian ke

peruntukan lainnya namun tidak dibarengi dengan kebijakan

penggantian lahan yang beralihfungsi pada lokasi lain untuk
mempertahankan luas baku yang sudah ada;

12.Belum adanya kepastian/jaminan pemasaran produk pertanian yang
dihasilkan oleh petani;

13. Belum optimalnya usaha agribisnis di tingkat petani karena umumnya

petani masih bergerak dalam subsistem budidaya yang cenderung

memiliki marjin keuntungan yang relatif kecil;

14. Laju serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) belum terkendali,

salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim global;

15.Belum optimalnya koordinasi,

pembangunan sektoral dan wilayah.

sinkronisasi

3.2. Identifikasi Isu-isu Strategis pada Lingkungan Eksternal

3.3.

perencanaan program

Isu-Isu Strategis

No Di 5 5 :
inamika : ; : Dinamika 3 3
. Dinamika Nasional . Lain-lain
Internasional Regional/Lokal
1 2 3 4 5
1 Berkembangnya pasar Daya saing produk pertanian Daya saing produk pertanian

bebas (kebijakan
ekonomi makro, Asean
Ecconomic Community
2015, ratifikasi
petsetujuan WTO dan
ACFTA) menyebabkan
membanijirnya produk
impor ke pasar
domestik termasuk
produk pertanian

menjadi kunci untuk menghadapi
adanya pasar bebas

Sertifikasi produk

pertanian dan kehutanan
sebagai upaya

peningkatan daya saing

produk

INSW (Indonesian National
Single Windows) sebagai upaya
untuk promosi dan pengenalan
produk pertanian dan kehutanan
ke luar negeri secara terpadu

masih relatif rendah karena
rendahnya kualitas. Hal ini
merupakan akibat belum
optimalnya penerapan
SOP/GAP dan GMP
produk pertanian

Isu ketahanan pangan

(pemenuhan kebutuhan
pangan beras di tingkat
keluarga)

perbaikan tata

kelola Raskin untuk program
bantuan pangan yang
memandirikan rakyat melalui
beras daerah (Rasda).

Telaah Visi, Misi dan Program Dinas Pertanian

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,
antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk

mendefinisikan arah organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan
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pelayanan yang harus dilaksanakan. Menurut Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2016 - 2021, visi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah
“TERWUJUDNYA MASAYARAKAT MADANI MENUJU BENGKULU SELATAN
EMAS".

Pernyataan misi pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021,
misi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan
reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk
menggapai Bengkulu Selatan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan
layanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan Bengkulu
Selatan.

3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas
yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan untuk
mewujudkan Bengkulu Selatan.

4. Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, industri,
ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar
dan bernilai tambah untuk mewujudkan Bengkulu Selatan.

5. Mewujudkan Kkedaulatan pangan yang berorientasi pada
pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan untuk
mencapai Bengkulu Selatan.

6. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan
untuk Mewujudkan Bengkulu Selatan Maju

7. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan
harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal

untuk mencapai Bengkulu Selatan .

Dari kelima misi tersebut, misi ketiga dan kelima sangat berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian. Tujuan pada misi ketiga tersebut

adalah:

a7



mencapai keseimbangan pembangunan

1.
2.
permukiman
3.
pertanian
4,

Meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam kabupaten untuk

Meningkatkan dan memantapkan kapasitas dan kualitas infrastruktur

Meningkatkan dan memantapkan kapasitas dan kualitas infrastruktur

Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Dari empat tujuan pada misi ketiga tersebut, maka yang berkaitan

dengan Dinas Pertanian adalah tujuan ketiga, sedangkan tujuan pada misi

kelima adalah Meningkatkan pengembangan sektor pertanian sebagai

langkah mewujudkan kedaulatan pangan.

Sasaran dan strategi serta arah kebijakan dari

ketiga dan kelima adalah sebagai berikut :

tujuan pada misi

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Tujuan 3.

infrastruktur pertanian

Meningkatkan dan memantapkan Kkapasitas

dan kualitas

Meningkatnya akses dan
kualitas infrastruktur
pertanian dalam rangka
meningkatkan
produktivitas sektor

unggulan daerah

- Penetapan Regulasi

daerah terkait dengan

rencana  pembangunan
kawasan pertanian
berkelanjutan;

- Membangun,
mengembang- kan dan
memelihara infrastruktur
pertanian di  seluruh
wilayah Kabupaten

Bengkulu Selatan

Pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan
sarana prasarana
dan infrastruktur

pertanian

Tujuan 5. Meningkatkan pengembangan sektor pertanian sebagai langkah

mewujudkan kedaulatan pangan

Meningkatnya
kemandirian pangan

masyarakat

1. Peningkatan Ketersediaan

Pangan dengan
mengembangkan pola
distribusi, pengendalian

harga dan kualitas pangan

1.Penanganan
daerah  rawan
pangan melalui

penyediaan stok

pangan daerah
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masyarakat 2.Peningkatan
2. Meningkatkan jumlah produksi dan

produksi dan mutu hasil mutu hasil

pertanian, perkebunan pertanian

dan Peternakan. 3.Peningkatan
produksi dan
mutu hasil
perkebunan

4.Peningkatan
produksi dan
mutu hasil
peternakan

5.Peningkatan
nilai tambah
produk
pertanian,
perkebunan dan

peternakan

3.4.

Untuk mencapai visi misi Kepala Daerah tersebut diatas, Dinas Pertanian dan
dihadapkan pada faktor-faktor penghambat, seperti tingginya alih fungsi
lahan pertanian, masih kurangnya akses jalan menuju sentra produksi,masih
rendahnya penerapan teknologi pertanian oleh petani, lemahnya
kelembagaan tani, kurangnya modal untuk berusahatani.

Sedangkan faktor-faktor sebagai pendorong tercapainya visi misi kepala
daerah adalah potensi lahan pertanian yang cukup luas, kondisi iklim dan
geografis yang mendukung, adanya sentra-sentra komoditi unggulan yang
mulai berkembang, beragamnya hasil produk pertanian yang siap

dikembangkan.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
A. Agenda Prioritas Nasional 2015-2019

Sesuai tupoksinya, kebijakan Dinas Pertanian mengacu kepada
rencana strategis Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Provinsi Bengkulu , Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu serta Dinas

Perkebunan Provinsi Bengkulu .

49



Pembangunan Nasional Tahun 2015 - 2019 menetapkan Sembilan
Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) yaitu (1) Menghadirkan kembali
negara untuk melindungi segenap bangsa dan memebrikan rasa aman pada
seluruh warga Negara, (2) Membangun Tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat
dan terpercaya, (5) Meningkatkan kulaitas hidup manusia Indonesia, (6)
Meningatkan produktivitas rakyat dan saya saing di pasar internasional, (7)
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domistik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9)
Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut,
agenda prioritas yang terkait langsung dengan Kementerian Pertanian adalah
(1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan KedaulatanPangan.

1. Peningkatan Agroindustri.

Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa

Cita(Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar

internasional).Sasarandaripeningkatanagroindustriadalah:berkembangnya

agroindustri terutama di perdesaan, komoditi yang menjadi fokus mangga,

Jeruk, manggis, salak, kentang. Arah kebijakan difokuskan pada :

(1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan,

potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan

(2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di

perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi

yang akan dilakukan meliputi :

a. Revitalisasi hortikultura rakyat,

b. Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian,

c. Pengembangan agroindustri perdesaan,

d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha
pengolahan dan pemasaran,

e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber- sumber
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pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar.

2. Peningkatan Kedaulatan Pangan.

Kedaulatan Pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur
maslah pangan secara mandiri, yang pelru didukung dengan : (1) ketahanan
pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam
negeri ; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan dan
ditentukan oleh bangsa sendiri ; (3) mampu melindungi dan
mensejahterakan pelaku utama pangan teruatam petani dan nelayan.

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode
2015-2019 adalah:

a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber
dari produksi dalam negeri untuk komoditi Padi, Jagung dan Kedelai.

b. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 2.000 Ha
untuk menggantikan alih fungsi lahan.

c. Terlaksananya rehabilitasi 2.000 Ha jaringan irigasi sebagai bentuk
rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.

d. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi.

e. Terbangunnya 2000 Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk
pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan
pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan RPJMN 2015-2019
adalah:pemantapanketahanan pangan menuju kemandirian pangan
dengan peningkatanproduksi pangan pokok, stabilisasi harga  bahan
pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan
nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku
usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut
dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi :

a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas
produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai,
daging, gula, cabai dan bawang merah.

b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat

terhadap Pangan.
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c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat.

d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama
mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan
serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.

e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

B. Telaah Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019

B.1. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Terdapat dua Sasaran strategis yang berkaitan langsung dengan
Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yaitu: Swasembada
padi, jagung dan Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing
dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai
tambah dan daya saing komoditi pertanian difokuskan pada: (1)
peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan
ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong
pengembangan industri pengolahan terutama di  perdesaan serta
peningkatan ekspor hasil pertanian.

Strategi Kementerian Pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan
daya saing komoditi Pangan dan Hortikultura meliputi:

1. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,

2. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian
dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan
keamanan hayati,

3. Pengembangan agroindustri perdesaan,

4. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha
pengolahan dan pemasaran,

5. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber- sumber
pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar

6. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta

komoditas prospektif.
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Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan yang berkaitan langsung

dengan Tupoksi Dinas Pertanian yaitu dua Strategi yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas
produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai,
cabai dan bawang merah.

2. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama
mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan
serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.

3. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

B.2. Sasaran Kinerja Kementerian Pertanian Alokasi Provinsi
Bengkulu

Perencanaan pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
terkait dengan NAWACITA sesuai dengan Renstra Kementerian pertanian
tahun 2015-2019 telah menetapkan alokasi sasaran untuk Provinsi
Bengkulu. Selama tahun 2015-2019, alokasi target Provinsi Bengkulu yaitu:
perluasan sawah seluas 3.600 hektar, Perluasan Lahan Hortikultura sebesar
4.800 hektar, areal yang terlayani jaringan irigasi 65.500 hektar, Optimasi
lahan seluas 48.950 hektar, Areal SRI 16.900 hektar, Desa Mandiri Benih 25
desa, Desa Organik tanaman pangan 50 desa, desa organik hortikultura 2
desa, pasar tani 4 lokasi, Taman sain pertanian 1 lokasi dan taman tekno
pertanian 3 lokasi.

Target produksi tanaman pangan selama tahun 2015-2019,
berdasarkan alokasi Renstra Kementerian Pertanian yaitu Padi sebesar 2,27
%/tahun, jagung sebesar 2,49 %/tahun dan Kedelai sebesar 22,39
%/tahun.

Target peningkatan produksi tanaman Hortikultura selama tahun
2015-2019, berdasarkan alokasi Renstra Kementerian Pertanian rata-rata
per tahun tertinggi pada Bawang Merah yaitu 4,04 %/tahun, diikuti Jeruk
siam sebesar 3,14 %/tahun dan Cabe Merah sebesar 2,27 %/tahun. Alokasi
Target Sasaran Renstra Kementan untuk Provinsi Bengkulu tahun 2015-

2019 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:
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Tabel 3.1

Indikator dan Target Kinerja Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019.

TARGET Pertumbuh
NO Indikator Renstra Kementan an Rata-
2015 2016 2017 2018 2019 il
(%/Tahun)
| Perluasan Areal dan Sarana
1 Perluasan Sawah - 900 900 900 900
2 Perluasan Lahan Hortikultura - 1.200 1.200 1.200 1.200
3 ET]ZZ:?:E':ZS areal terlayani 57.500 2.000 2.000 2.000 2.000
4 Pengembangan Optimasi Lahan 18.950 5.000 6.500 8.500 10.000
5 ;iacr: tl’:tzan"sgr;at: ::)' (System of 1.900 2.000 4.000 4.000 5.000
6 E:;Zal\:andlrl Benih Tanaman 25 25 25 25 25
7 Desa Organik Tanaman Pangan 50 50 50 50 50
8 Desa Organik Hortikultura - 1 1 2 2
| faites pengolahen pesca ponen 5 5 5 ;
10 Lokasi Pasar Tani 1 1 1 1
11 Pembangunan Taman Sain 1
Pertanian (Agro Science Park)
12| pertanian (hgro recno par) . . .
1l TANAMAN PANGAN
1 Padi 688.140 714.634 732.509 750.813 769.498 2,27
2 Jagung 97.184 94.686 99.148 104.135 109.524 2,49
3 Kedelai 8.239 12.476 18.937 20.194 20.599 22,37
4 Kacang Tanah 4.277 4.352 4.428 4.506 4.584 1,03
5 Kacang Hijau 1.927 1.956 1.985 2.015 2.045 1,25
6 Ubi kayu 97.663 99.657 101.690 103.764 105.881 1,63
7 Ubi Jalar 26.468 26.968 27.461 27.967 28.466 1,47
Jumlah Padi, Kacang dan Umbi 923.898 954.729 986.158 1.013.394 1.040.597 2,42
1l TANAMAN HORTIKULTURA
1 Cabe Merah 42.775 43.789 45.103 46.456 47.850 2,27
2 Cabe Rawit 13.546 13.752 13.961 14.174 14.389 1,22
3 Bawang Merah 772 811 852 894 940 4,04
4 Kentang 15.090 15.392 15.700 16.014 16.334 1,6
5 Mangga 10.094 10.336 10.594 10.864 11.126 1,97
6 Manggis 724 737 750 764 778 1,45
7 Nenas 532 543 554 565 576 1,61
8 Jeruk Siam 15.764 16.316 16.968 17.732 18.388 3,14
9 Salak 1.931 1.970 2.009 2.049 2.090 1,6
10 Temu Lawak 164 172 181 190 200
Jumlah Hortikultura 101.392 103.818 106.672 109.702 112.671
c. Telaah Renstra Pemerintah Provinsi Bengkulu
Kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu yang berkaitan dengan

Dinas Pertanian adalah misi ke empat dan misi ketujuh.

Misi 4: yaitu Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur

dasar. Infrasktur dasar

yang berkaitan dengan pertanian yaitu:
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pengembangan irigasi, jalan usahatani serta perluasan lahan sawah dan
lahan hortikultura, unit usaha yang tergabung dalam penerima dana PUAP
(pengembangan usaha agribisnis perdesaan), unit usaha pelayanan jasa alat
mesin pertanian (UPJA), usaha penangkaran benih tanaman pangan dan
hortikultura.

Misi 7: yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Layanan Dasar, butir
3.3, yaitu Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal.
Ekonomi rakyat yang berbasis keunggulan lokal di sub sektor tanaman
pangan dan hortikultura yaitu Usahatani Padi, Jagung, dan hortikultura
unggulan: yaitu: Durian, Mangga, Jeruk, Kubis, Kentang, Salak, Cabai, Buah
Naga, Sawo.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Provinsi Bengkulu 2016-2020, Program Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu
sebanyak 2 (dua) program APBD dan 3 (tiga) Program APBN. Program dan
Kegiatan Utama sebagai berikut:

I Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Pembangunan Jalan Usahatani
Rehabilitas jalan usahatani

Perbaikan dan Pembangunan Jaringan Irigasi usahatani
Pendampingan Cetak Sawah baru

Pengembangan Tanaman Pangan

Pembinaan dan inventarisasi Jaringan irigasi tingkat usahatani dan
Petani pemakai air (P2A)

Pengadaan pupuk dan pestisida

Operasiona Komisi Pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Provinsi
Inventarisas pengelolaan dan Perkembangan Dana BLM PUAP

0 Pendampingan kegiatan prasarana dan sarana pertanian (PSP) dalam
rangka UPSUS Pgjale

11 Pengembangan benih tanaman pangan di BBIPP

12 Pengawasan dan sertifikas peredaran benih tanaman pangan dan

hortikultura

13 Pelatihan perawatan dan perbaikan alat mesin pertanian

14 Pelatihan teknis pembuatan dan aplikasi pupuk organic

15 Pel atihan teknis budidaya jagung hibrida

28 Pengadaan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

29 Pengadaan dan Pengawasan Alsintan

30 Pengendalian Hama Penyakit

36 Pengadaan, Pengel olaan dan Penyediaan Benih (Hortikultura)

37 Pengadaan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida (Hortikultura)

38 Pengadaan dan Pengawasan Alsintan (Hortikultura)

39 Pengendalian Hama Penyakit (Hortikultura)
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Pengembangan Brigade Proteksi Hama (Hortikultura)
Introduksi /penerapan varietas unggul baru Hortikultura

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan
Perkebunan
Pengadaan mesin dan bahan baku packaging

Pelatihan Pengembangan Produk

Desain dan Promosi beras packaging

Peningkatan kel embagaan petani

Pengujian standar kelayakan produk

Pemberdayaan perhimpunan Penggilingan padi (Perpadi) di Provinsi
Bengkulu

Fasilitasi peningkatan peran petani pada segi tiga pertumbuhan
Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT)

Fasilitasi peningkatan kemitraan pelaku usaha tanaman pangan dan
hortikultura dengan pengusaha.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Fasilitasi penyusunan proposal elektronik dan Koordinasi Perencanaan
Program kegiatan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura

Monitoring dan evaluasi kegiatan APBD dan kegiatan DAK Bidang
Pertanian se Provinsi Bengkulu
Pembinaan Petugas Data Statistik Pertanian se-Provinsi Bengkulu

Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN
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Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian

Pengelolaan air irigasi untuk pertanian

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana
dan Sarana Pertanian

Fasilitas Pupuk dan Pestisida

Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
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1 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman
Obat

2 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

3 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

4  Peningkatan usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada
Ditjen Hortikultura

5 Peningkatan produksi buah dan florikultura

6 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

3.5 Perumusan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap kondisi
lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), serta memperhatikan kondisi
internal (kekuatan dan kelemahan) pada Dinas Pertanian Kabupaten
Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pencermatan lingkungan internal dan eksternal, kesimpulan analisis
faktor internal dan eksternal, serta matriks SWOT untuk menentukan
alternatif strategi.

[su-isu strategis berdasarkan kesimpulan analisis faktor internal dan
eksternal akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan
kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun yang akan datang (2016 -
2021) agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu strategis yang
diperoleh

yaitu :

3.5. Strategi S-0

a. Memanfaatkan dukungan kelembagaan daerah (hukum) dalam
pengambilan kebijakan pemanfaatan keanekaraman hayati dan
egroekosistem

b. Meningkatkan koordinasi antar sektor agar mampu menghadapi
permintaan pasar yang semakin bertambah dengan produk bermutu
dan daya saing tinggi

c. Memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya aparatur dalam
menghadapi pertambahan penduduk sebagai pelaku usaha dan

konsumen
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d.

3.6.

3.7.

3.8.

Memanfaatkan akses informasi untuk memperkenal teknologi

pertanian dan peternakan kepada masyarakat

Strategi W-0

Meningkatkan anggaran dan pembiayaan untuk optimalisasi
pengelolaan sumber daya lahan

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dalam
menciptakan produk kompetitif untuk menghadapi melonjaknya
permintaan pasar

Optimalisasi kinerja aparatur dalam menghadapi dinamika
masyarakat yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan
terpenuhi

Meningkatkan keterampilan aparatur untuk meningkatkan kualitas
petani dan peternak dalam menggunakan teknologi pertanian dan

peternakan.

Strategi S-T

Memanfaatkan dukungan kelembagaan daerah (hukum) dengan
pengambilan kebijakan perlindungan SDA untuk menghindari
kerusakan akibat eksploitasi berlebihan

Meningkatkan koordinasi antar sektor agar mampu menghadapi
globalisasi atau pedagangan bebas di masa yang akan datang
Meningkatkan sumberdaya aparatur melalui pelatihan-pelatihan
profesi untuk mencapai pelaksanaan good governance

Memperluas akses informasi kepada masyarakat mengenai peluang
kerja dalam pertanian dan peternakan sehingga meningkatkan minat

generasi muda untuk bertani dan beternak

Strategi W-T

Meningkatkan anggaran dan pembiayaan dalam menghadapi
kerusakan sumber daya alam

Pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan hasil
produksi bermutu dan daya saing tinggi dalam menghadapi

globalisasi
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Optimalisasi kinerja aparatur untuk mencapai pelaksanaan good
governance
Meningkatkan  keterampilan aparatur dalam  memberikan

penyuluhan kepada generasi muda untuk bertani dan beternak
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Tabel 3.2. Hasil Analis SWOT Lingkungan Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

INTERNAL

KEKUATAN (Strenghts)

KELEMAHAN (Weakness)

. Adanya kelembagaan dan OTDA (dukungan perangkat 1. Kurangnya anggaran dan pembiayaan
hukum) 2. Sarana dan prasarana operasional belum memadai
EKSTERNAL . Fungsi koordinasi yang baik 3. Kinerja aparatur belum optimal
. Tersedianya sumberdaya aparatur 4. Tingkat keterampilan aparatur masih rendah
. Tersedianya akses informasi propinsi dan pusat
PEL UANG (opportunity) STRATEGI S-0 STRATEGI W - O
1. Tersedianya lahan yang luas . Memanfaatkan dukungan kelembagaan daerah (hukum) | 1. Meningkatkan anggaran dan pembiayaan untuk
2. Meningkatnya permintaan pasar dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan
3. Pertambahan jumlah penduduk keanekaraman hayati dan egroekosistem 2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
4. Perkembangan teknologi pertanian . Meningkatkan koordinasi antar sektor agar mampu dalam menciptakan produk kompetitif untuk
dan peternakan menghadapi permintaan pasar yang semakin bertambah menghadapi melonjaknya permintaan pasar
dengan produk bermutu dan daya saing tinggi 3. Optimalisasi kinerja aparatur dalam menghadapi
. Memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya aparatur dinamika masyarakat yang semakin bertambah
dalam menghadapi pertambahan penduduk sebagai sehingga kebutuhan pangan terpenuhi
pelaku usaha dan konsumen 4. Meningkatkan keterampilan aparatur untuk
. Memanfaatkan akses informasi untuk memperkenal meningkatkan kualitas petani dan peternak dalam
teknologi pertanian dan peternakan kepada masyarakat menggunakan teknologi pertanian dan peternakan
TANTANGAN (Threats) STRATEGI S-T STRATEGI W -T
1. Kerusakan SDA . Memanfaatkan dukungan kelembagaan daerah (hukum) Meningkatkan anggaran dan pembiayaan dalam
2. Globalisasi atau perdagangan dengan pengambilan kebijakan perlindungan SDA untuk menghadapi kerusakan sumber daya alam
bebas menghindari kerusakan akibat eksploitasi berlebihan Pembangunan sarana dan prasarana untuk
3. Meningkatnya tuntutan . Meningkatkan koordinasi antar sektor agar mampu meningkatkan hasil produksi bermutu dan daya saing
pelaksanaan good governance menghadapi globalisasi atau pedagangan bebas di masa tinggi dalam menghadapi globalisasi
4. Rendahnya minat generasi muda yang akan datang Optimalisasi kinerja aparatur untuk mencapai

untuk bertanidan beternak

. Memperluas

. Meningkatkan sumberdaya aparatur melalui pelatihan-

pelatihan profesi untuk mencapai pelaksanaan good
governance

akses informasi kepada masyarakat
mengenai peluang kerja dalam pertanian dan peternakan
sehingga meningkatkan minat generasi muda untuk
bertani dan beternak

pelaksanaan good governance

Meningkatkan keterampilan aparatur dalam
memberikan penyuluhan kepada generasi muda untuk
bertani dan beternak
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4.1

4.2.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan
analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Adapun yang menjadi tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas
Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah “Meningkatkan Kesejahteraan

Petani yang ditandai dengan Peningkatan Nilai Tukar Petani”.

Berdasarkan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan dimaksud, maka
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan merumuskan hal-hal yang harus
dicapai dalam kurun waktu sampai lima tahun ke depan pada tahun 2016 - 2021
sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja yang dilaksanakan, antara lain :

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan Peternakan.

b. Meningkatkan populasi dan produksi serta mutu ternak.

c. Meningkatkan infrastruktur pertanian.

d. Meningkatkan modernisasi sarana pertanian.

e. Mewujudkan pertanian berkelanjutan melalui peningkatan mutu hasil
pertanian.

f.  Mewujudkan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, Peternakan
dan Perkebunan yang efisien.

g. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia

Pertanian untuk meningkatkan pelayanan aparatur Dinas Pertanian.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai

atau dihasilkan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran
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adalah salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan pemantauan kinerja

yang menjadi alat pemicu bagi organisasi untuk mencapai tujuan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.

Meningkatnya Produksi Pertanian;
Meningkatnya Penerapan Tekhnologi Pertanian;

Terlaksananya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

Sasaran program kegiatan pembangunan pertanian secara kualitatif yang akan

dicapai pada tahun 2016-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan diatas akan

ditandai dengan keberhasilan-keberhasilan sebagai berikut:

a.

Tewujudnya peningkatan produksi komoditas tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan;

Tewujudnya peningkatan populasi dan produksi ternak;

Terkendalinya serangan OPT dan penyakit hewan, antisipasi dan
penanggulangan dampak perubahan iklim;

Terlaksananya kegiatan perbenihan dan sertifikasi benih;

Terwujudnya penyediaan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan;

Terwujudnya peningkatan sarana alsintan;

Meningkatnya efisiensi usaha pertanian;

Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya manusia pertanian

yang didukung dengan peningkatan prasarana pendukung.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan Indikator Sasaran Indikator Target Kinerja Tujuan/Sasaran

Tujuan Sasaran 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan Meningkatkan Meningkatnya Persentase | 10 % 10 % 10 % 15% 15%

Kesejahteraan Nilai Tukar | Produksi Produksi
Petani Petani (NTP) Pertanian Pertanian

Meningkatnya
Penerapan
Teknologi
Pertanian
Meningkatnya
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

a.

Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usaha tani tanaman pangan
dan hortikultura, perkebunan dan peternakan;

Pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme penganggu
tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan
kekeringan;

Optimalisasi kebun benih dinas sebagai penghasil benih bermutu
bersertifikat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan
optimalisasi sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bemutu
di masyarakat;

Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman
pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan;

Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan
hortikultura, peternakan dan perkebunan melalui modernisasi pertanian.
Meningkatan efisiensi usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan melalui Analisis ekonomi wusaha tani,
pemantauan pasar, pengamatan susut hasil dan promosi pasar.
Melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan sumberdaya
manusia pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan
peternakan;

Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan
sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin serta kapasitas
aparatur dinas dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian

tanaman pangan dan hortkultura, perkebunan dan peternakan.

63



5.2. Kebijakan

Pokok-pokok kebijakan pembangunan pertanian guna mencapai tujuan dan

sasaran yang ditetapkan dalam program dan kegiatan berdasarkan skala

prioritas penyelesaian akselerasi rencana strategis (renstra) tahun 2016 - 2021

dalam rangka pembangunan Bengkulu Selatan pada bidang pertanian adalah

sebagai berikut :

a.

b.

Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian

Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana
alam, banjir dan kekeringan.

Penyebaran benih bermutu bersertifikat melalui balai benih dan
optimalisasi kelompok penangar benih.

Peningkatan mutu produk pertanian ; tanaman pangan, hortikultura
perkebunan dan peternakan.

Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta
pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran.

Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi
pertanian ; tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan.
Menyiapkan dukungan sarana bagi kelompok usaha tani tanaman pangan
dan hortikultura, perkebunan dan peternakan;

Penyiapan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian
tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan;.
Penambahan jumlah alsintan di tingkat kelompok tani dan gabungan
kelompok tani.

Peningkatan dukungan aparatur dinas memalui perbaikan manajemen.

Relevansi dan konsistensi antara penyataan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana

tertuang dalam RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan

perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dapat

dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan produksi | k. Peningkatan Program Peningkatan
Kesejahteraan Produksi melalui intensifikasi produksi melalui Produksi Pertanian
Petani Pertanian usaha tani tanaman intensifikasi Program Peningkatan

pangan dan hortikultura, pertanian Penerapan Teknologi
perkebunan dan Pertanian
peternakan;
Meningkatnya Pencegahan, . Pengamanan Program Peningkatan
Penerapan pengendalian, dan pertanaman dan Penerapan Teknologi
Teknologi pemantauan organisme produksi dari Pertanian
Pertanian penganggu tanaman gangguan OPT
(OPT) serta melakukan serta bencana
mitigasi akibat bencana alam, banjir dan
alam, banjir dan kekeringan.
kekeringan;
Meningkatnya Optimalisasi kebun | m. Penyebaran Program Peningkatan
Pemberdayaan benih  dinas sebagai benih  bermutu Produksi Pertanian
Penyuluh penghasil benih bermutu bersertifikat
Pertanian bersertifikat  sekaligus melalui balai
sebagai sumber benih dan
Pendapatan Asli Daerah optimalisasi
dan optimalisasi kelompok
sertifikasi benih sebagai penangar benih.
penjamin  penggunaan
benih bemutu di
masyarakat;
Melaksanakan n. Peningkatan Program Peningkatan
penambahan/rehabilitasi mutu produk Produksi Pertanian
infrastruktur  pertanian pertanian ; Program Peningkatan
tanaman pangan dan tanaman pangan, Penerapan Teknologi
hortikultura, perkebunan hortikultura Pertanian
dan peternakan; perkebunan dan
peternakan.
Meningkatkan produksi | o. Pengamanan Program Peningkatan
dan produktivitas produksi melalui Produksi Pertanian
pertanian tanaman perbaikan panen Program Peningkatan
pangan dan hortikultura, dan pasca panen Penerapan Teknologi
peternakan dan serta pembukaan Pertanian
perkebunan melalui pasar melalui Program
modernisasi pertanian. berbagai promosi Pemberdayaan
pemasaran. Penyuluh Pertanian
Meningkatan  efisiensi | p. Menyiapkan Program Peningkatan
usaha pertanian dukungan Penerapan Teknologi
tanaman pangan, infrastruktur Pertanian
hortikultura, perkebunan untuk
dan peternakan melalui meningkatkan
Analisis ekonomi usaha produksi
tani, pemantauan pasar, pertanian ;
pengamatan susut hasil tanaman pangan,
dan promosi pasar. hortikultura
perkebunan dan
peternakan.
Melaksanakan g. Menyiapkan Program Peningkatan

peningkatan

kemampuan dan
keterampilan

sumberdaya manusia
pertanian tanaman
pangan dan hortikultura,
perkebunan dan
peternakan;

dukungan sarana
bagi kelompok
usaha tani
tanaman pangan
dan hortikultura,
perkebunan dan
peternakan;

Penerapan Teknologi
Pertanian

Program
Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian
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Melaksanakan
pengembangan
administrasi
perkantoran,
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur,
peningkatan disiplin
serta kapasitas aparatur
dinas dalam mendukung
kegiatan pembangunan

pertanian tanaman
pangan dan hortkultura,
perkebunan dan
peternakan.

Penyiapan SDM 1. Program Peningkatan
berkualitas untuk Penerapan Teknologi
mendukung Pertanian
pembangunan
pertanian
tanaman pangan
dan hortikultura,
perkebunan dan
peternakan;.
Penambahan 1.  Program Peningkatan
jumlah alsintan di Penerapan Teknologi
tingkat kelompok Pertanian
tani dan
gabungan
kelompok tani.
Peningkatan 1.  Program Pelayanan
dukungan Administrasi
aparatur  dinas Perkantoran
memalui Program  Penigkatan
perbaikan Sarana dan Prasarana
manajemen. Aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program
Pengembangan
Data/Informasi
Statistik Daerah
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-
2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam program/kegiatan lokalitas
SKPD, program/kegiatan lintas SKPD dan program/kegiatan kewilayahan.
Program/kegiatan lokalitas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD,
program lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD, sedangkan
program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu
antar kementerian/lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah,
daerah, atau kawasan. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

terlihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5

Program Pelayanan Administrasi - -
Perkantoran 892,000,000 892,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 bulan 12 bulan
Sumber Saya Air dan Listrik 125,000,000 125,000,000
Penyediaan jasa peralatan dan 30 buah 30 buah
perlengkapan kantor 10,000,000 10,000,000
Penyediaan jasa administrasi 12 bulan 12 bulan
keuangan 275,000,000 275,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 60 buah 60 buah

45,000,000 45,000,000
Penyediaan Jasa Perbaikan 25 kali 25 kali
Perlengkapan Kerja 7,000,000 7,000,000
Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan

75,000,000 75,000,000

67



Penyediaan barang cetakan dan 4 buku 4 buku
pengadaan 5,000,000 5,000,000
Penyediaan komponen instalasi 80 buah 80 buah
listrik/penerangan bangunan 5,000,000 5,000,000
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan 7000 7000
peraturan perundang-undangan eksamplar 75,000,000 eksamplar 75,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman 3 kegiatn 3 kegiatan

20,000,000 20,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan 12 bulan
konsultasi ke luar daerah 250,000,000 250,000,000
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 1,345,000,000 1,395,000,000
Pembangunan gedung Kantor - - -
Pengadaan Kendaraan 1 unit 1 unit
Dinas/Operasional 650,000,000 700,000,000
Pengadaan Peralatan Gedung 25 unit 25 unit
Kantor 250,000,000 250,000,000
Penataan Halaman Gedung Kantor 1 kali 1 kali

30,000,000 30,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1 unit 1 unit
kantor 150,000,000 150,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala 20 unit 20 unit
kendaraan dinas/operasional 65,000,000 65,000,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung 1 unit 1 unit
kantor 200,000,000 200,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya aparatur 100,000,000 100,000,000
Pendidikan/Pelatihan Formal 15 Kali 15 Kali 100.000.000

100,000,000

Program Peningkatan - -
pengembangan sistem pelaporan 145,000,000 175,000,000
capaian kinerja dan keuangan
Penataan dan Penyusunan laporan 1 dokumen 1 dokumen
inventaris barang 30,000,000 35,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan 3 Laporan 3 Laporan

15,000,000 20,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan 6 dokumen 6 dokumen
Penganggaran 100,000,000 120,000,000
Program Pengembangan - 1 Dokumen 150,000,000
data/informasi/statistik Daerah 150,000,000
Penyusunan Profile OPD 1 dokumen 1 dokumen

150,000,000 150,000,000

Program Peningkatan Produksi - -
Pertanian 9,495,000,000 10,270,000,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana volume dalam volume
Pertanian (DAK) m3 dan 4,000,000,000 dalam m3 4,200,000,000

panjang dalam
meter, jumlah
unit

dan panjang
dalam meter,
jumlah unit
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Pembangunan / Rehabilitasi volume dalam volume
Infrastruktur Pertanian m3 dan 3,500,000,000 dalam m3 3,800,000,000
panjang dalam dan panjang
meter dalam meter
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kali Kali
kebijakan subsidi pertanian Pengawasan 75,000,000 | Pengawasan 100,000,000
Fasilitasi pembiayaan pertanian Orang, Hektar Orang,
dan Ekor 50,000,000 Hektar dan 75,000,000
Ekor
Pengembangan Ton dan Ton dan
Perbenihan/Perbibitan dan edukasi Batang 400,000,000 Batang 450,000,000
Pertanian
Penanganan perlindungan tanaman unit dan unit dan
pangan dan hortikultura frekuensi 300,000,000 frekuensi 350,000,000
Pengembangan intensifikasi Hektar dan Hektar dan
tanaman padi dan palawija Kelompok 150,000,000 Kelompok 175,000,000
Pengembangan bibit unggul Batang Batang
perkebunan 220,000,000 220,000,000
Fasilitasi, inventarisi dan Kali Kali
identifikasi serta penanganan Pengawasan 50,000,000 | Pengawasan 50,000,000
gangguan usaha perkebunan
Bimbingan peningkatan mutu dan Kali Bimbingan Kali
produksi tanaman perkebunan dan Kilogram 100,000,000 Bimbingan 100,000,000
dan Kilogram
Layanan kesehatan, monitoring dan unit, dosis,kali unit,
surveilans penyakit hewan / ternak per ekor 350,000,000 | dosis,kali per 400,000,000
menular ekor
Pembibitan dan pemeliharaan Ekor dan Ekor dan
ternak Hektar 300,000,000 Hektar 350,000,000
Penyusunan Action Plan Kawasan - -
Pertanian - -
Program Peningkatan Penerapan = -
Teknologi 750,000,000 850,000,000
Pertanian/Perkebunan
Penyediaan, pemeliharaan alsintan unit dan unit unit dan unit
dan pembinaan UPJA lembaga 500,000,000 lembaga 600,000,000
Pengembangan, pengolahan dan Kelompok Kelompok
pemasaran hasil tanaman pangan 150,000,000 150,000,000
dan hortikultura
Pengembangan, pengolahan dan Kelompok Kelompok
pemasaran hasil perkebunan 50,000,000 50,000,000
Pembinaan dan pengembangan Kelompok Kelompok
agribisnis peternakan 50,000,000 50,000,000
Promosi Atas Hasil Produksi - -
Pertanian/Perkebunan Unggulan - -
Daerah
Program Pemberdayaan - -
Penyuluh Pertanian 750,000,000 350,000,000
Peningkatan Kapasitas Tenaga Orang dan Orang dan
Penyuluh Pertanian frekuensi 100,000,000 frekuensi 100,000,000
pelatihan pelatihan
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Penyediaan sarana prasarana serta | unit, eksamplar unit,
penyiapan pengembangan metode dan kali 150,000,000 eksamplar 150,000,000
dan informasi penyuluh dan kali
Peningkatan kapasitas Kelompok, 9 Kelompok, 9
kelembagaan petani dan unit BPP dan 500,000,000 | unit BPP dan 100,000,000
penyuluhan orang/peserta orang/pesert

a

TOTAL

13,477,000,000

14,032,000,000
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kondisi
; ; Kinerja
K
N Indikator Pa::ll:;]\?v Pada
° " 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 akhir
a} Pereode
Periode RPJMD
RPJMD (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. | Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan (T on)

Padi 88.098 | 89.098 | 90.098 | 91.098 | 92.098 | 93.098 | 93.098
Jagung 14.814 | 15.814 | 16.814 | 17.814 | 18.814 | 19.814 | 19.814
Kedele 492,54 | 502,54 | 512,54 | 522,54 | 532,54 | 542,54 | 542,54
Sayuran 15.940 | 16.604 | 17.933 | 18.597 | 19.261 | 20.598 | 20.598

Perkebunan (Ton)
K elapa Sawit 164.619. | 17357 | 182,52 | 191.47 | 200.43 | 218.339. | 218.339.

912 | 3112| 6.312| 9512| 2712 112 112
K aret 3.623.900 | 3.902.67 | 4.181.19 | 4.460.19 | 4.738.95 | 5.095.000 | 5.095.000
0 0 0 0
Kopi 1.556.367 | 1.618.19 | 1.680.0 | 1.741.8 | 1.803.68 | 1.903.687 | 1.903.687
7 27 57 7
Kakao 722.617 | 72313 | 723.64 | 724.15 | 724.66 | 725.182 | 726.182
0 3 6 9
Peternakan (ton)
Sapi 179,05 | 180,97 | 182,89 | 184,81 | 186,74 | 221,40 221,40
Kerbau 218,61 | 227,36 | 236,10 | 244,85 | 253,59 262,34 | 262,34
Kambing 38,85| 40,37 | 41,89 | 4342 | 44,95 46,47 46,47
Unggas 176,28 | 183,33 | 190,38 | 197,43 | 204,49 | 21154 | 21154
2. | Peningkatan Infrastruktur Bidang Pertanian (meter)
Bangun Jalan Usaha 7.000| 5.000| 6.000| 7.000| 8.000 9.000 | 42.000
Tani (JUT)
Rehabilitasi Jalan 500 | 1.000| 1.500| 2.000| 2500 3.000 | 10.500
UsahaTani (JUT

Bangun Jalan Sentra 41.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 10.000 91.000
Produksi (JSP)

Peningkatan Jalan 25.000 | 5.000| 5.000| 5.000| 5.000 5.000 | 45.000
Sentra Produksi (JSP)
Bangun/Rehabilitasi 15000 | 5.000| 5.000| 5.000| 5.000 5.000 35.000
Jaringan irigasi
Tingkat Usaha Tani
(JITUT)
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7.1.

7.2.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Transisi

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2016 - 2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bengkulu Selatan 2016-2021. Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai
pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pertanian dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan,
dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Terwujudnya pembangunan
Kabupaten Bengkulu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan
berkesinambungan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan.

Revisi terhadap Rencana Strategis 2016-2021 ini merupakan penyesuaian
terhadap isu-isu strategis yang berasal dari faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi pelayanan dan kinerja dilingkungan SKPD sehingga harus
dilakukan perubahan/pergeseran terhadap target kinerja yang akan dicapai
sampai dengan akhir periode RPJMD. Hal ini penting untuk menjaga
kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan menjadi acuan
penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-
masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang belum seluruhnya tertangani
sampai dengan akhir periode Renstra keseriusan atas penanggulangan masalah-
masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dihadapi setelah masa

berlaku Renstra berakhir.

Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis tahun 2016-2021 Revisi 2019 merupakan acuan bagi
seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam
menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan sehingga keberadaan Dinas Pertanian sebagai pelayan

masyarakat yang profesional dapat terus ditingkatkan. Implementasi Renstra ini
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mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetap
memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang
mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi
dan akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian
serta pengawasan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan
dalam mengawal implementasi Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu
Selatan 2016-2021 yang meliputi:

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
berkewajiban untuk mewujudkan Tujuan yang ditetapkan melalui
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;

2. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 Revisi 2019
menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang
menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta berbagai strategi,
kebijakan, program dan Kkegiatan secara terukur, terarah dan dapat
dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan
inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya
percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Bengkulu

Selatan.

Manna, 19 September 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

SUKARNI, SP, M.Si
NIP. 19690926 199304 1 003
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LAMPIRAN



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR TAHUN 2016 TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN PERIODESASI TAHUN 2016-2021

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN,

bahwa adanya revisi terhadap Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan,
sehubungan penggantian Kepala Daerah dalam rangka
penyesuaian terhadap visi dan misi kepala daerah yang
baru;

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, perlu
melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor ..
Tahun 2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis
Dinas  Pertanian  Kabupaten Bengkulu  Selatan
Periodesasi Tahun 2016-2021;

bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a
dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Kabupaten Bengkulu Selatan.

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,



10.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun
2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7
Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8
Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor
03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2016, Nomor 03 ), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selalatan Nomor
03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2016, Nomor 03 );

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016,
Nomor 06 );

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor
09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2016, Nomor 09 );

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor
10 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2016, Nomor 10);

18. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 55 Tahun

19.

2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2015, Nomor 55).

Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 050/520
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati
Bengkulu Selatan Nomor 544 Tahun 2016 Tentang
Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Periodesasi 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Mengubah Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2016 tentang
Pengesahan Rencana Strategis Dinas Pertanian
Kabupaten Bengkulu Selatan Periodesasi Tahun 2016-
2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini;

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten
Bengkulu  Selatan  Periodesasi Tahun 2016-2021
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat
rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian
Kabupaten Bengkulu Selatan selama 5 (lima) tahun;

Sistematika Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2016-2021 Revisi 2019 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BABII : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BABIII : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KABUAPTEN BENGKULU
SELATAN

BABIV : TUJUAN DAN SASARAN
BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN



KEEMPAT

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

BAB VIII : PENUTUP=

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan atau diperlukan perubahan dan atau
perbaikan dalam penetapannya maka akan diadakan
perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 19 September 2019

SUKARNI, SP, M.Si
Nip. 19690926 199403 1003






CASCADING RANCANGAN INDIKATOR PROGRAM ( ESELON III ) DAN INDIKATOR KEGIATAN ( ESELON IV )
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIBATOR FORMULASI PROGRAM INDIEATOR AN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN [LARCET, EENANCGURG
TUJUAN SASARAN PROGRAM PROGRAM JAWAB
1 |Peningkatan Nilai Tukar Meningkatnya |Persentase Jumlah produksi [1. Program 1). Produksi Padi Meningkatnya 1). Penyediaan Sarana |1.1). Volume sumber- 5.000 m3, |Bidang Sarana
Kesejahteraan |Petani (NTP) = [Produksi produksi ( Sumber data Peningkatan produksi dan Prasarana sumber air dan Panjang| 7.000 m, [dan Prasarana
Petani (IT/IB)*100% |Pertanian pertanian statistik dinas) Produksi pertanian Pertanian JUT dan JSP, Jumlah |5.000 m, 9
Pertanian Sarana prasarana BPP unit BPP
2). Produksi Jagung 2). Pembangunan/ 2.1). Volume sumber- 2.000 m3, |Bidang Sarana
Rehabilitasi sumber air dan Panjang | 3.000 m, |dan Prasarana
Infrastruktur dan JIT, JUT dan JSP 5.000 m
Sarana Pertanian
3). Produksi Kelapa 3). Fasilitasi 3.1). Jumlah nasabah 50 Orang |Bidang Sarana
Sawit Pembiayaan Pertanian |KUR pertanian dalam dan Prasarana
satuan orang
4). Produksi Kopi 3.2). Jumlah luasan 200 hektar|Bidang Sarana
lahan padi tertanggung dan Prasarana
layanan AUTP dalam
satuan hektar
5). Produksi Daging 3.3). Jumlah sapi 50 ekor |Bidang Sarana
Sapi tertanggung layanan dan Prasarana
AUTT dalam satuan
ekor
6). Produksi Daging 4). Monitoring, 4.1). Jumlah intensitas 4 kali |Bidang Sarana
Unggas Evaluasi dan pengawasan/pengawala dan Prasarana
Pelaporan Kebijakan n pupuk dan pestisida
Subsidi Pertanian dalam satuan kali
5). Pengembangan 5.1). Jumlah 12 ton |Bidang Tanaman
Perbenihan/Perbibitan |benih/bibit tanaman Pangan
dan edukasi Pertanian |pangan dan
hortikultura dalam
5.2). Jumlah koleksi 500 batang|Bidang Tanaman
tanaman hortikultura Pangan
dalam satuan batang
5.3). Jumlah koleksi 100 batang|Bidang Tanaman
pohon indukan Pangan
hortikultura dalam
satuan batang
6). Pengembangan 6.1). Jumlah luasan 16.000 [Bidang Tanaman
intensifikasi tanaman |Intensifikasi PAJALE hektar |Pangan
padi dan palawija dalam satuan hektar
6.2). Jumlah luasan 50 hektar |Bidang Tanaman
Intensifikasi Pangan
Hortikultura dalam
satuan hektar
6.3). Jumlah kelompok 2600 Bidang Tanaman
yang diintensifikasi kelompok |Pangan

dalam satuan kelompok




NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR FORMULASI PROGRAM INDIEATOR! NN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN [LARCED EENANGGUNG
TUJUAN SASARAN PROGRAM PROGRAM JAWAB
7). Penanganan 7.1). Jumlah babi yang | 5000 unit |Bidang Tanaman
perlindungan tanaman |dikendalikan dalam moncong |Pangan
pangan dan satuan unit moncong
hortikultura 7.2). Jumlah alat 1000 unit |Bidang Tanaman
pengendalian hama Pangan
yang diperbantukan
dalam unit
7.3). Jumlah obat- 40 liter |Bidang Tanaman
obatan tanaman yang dan 20 kg [Pangan
disediakan dalam
satuan liter dan kg
7.4). Intensitas 200 kali |Bidang Tanaman
monitoring URC brigade Pangan
Proteksi dan Penangan
Insidentil serangan
hama penyakit dalam
satuan kali
8). Pengembangan 8.1). Jumlah bibit 100.000 |(Bidang
bibit unggul perkebunan yang batang |Perkebunan
perkebunan diadakan dalam satuan
9). Bimbingan 9.1). Jumlah intensitas 24 kali [Bidang
peningkatan mutu dan |bimbingan komoditas Perkebunan
produksi tanaman unggulan perkebunan
perkebunan dalam satuan kali
9.2). Jumlah produksi |384.000 kg|Bidang
tanaman kebun Perkebunan
percontohan dalam
satuan kg
10). Fasilitasi, 10.1). Jumlah 8 kali |Bidang
inventarisi dan intensitas penanganan Perkebunan
identifikasi serta gangguan usaha
penanganan gangguan |perkebunan dalam
usaha perkebunan satuan kali
11). Layanan 11.1) Jumlah alat-alat 10 unit |Bidang
kesehatan, monitoring |kesehatan Peternakan
dan surveilans hewan/ternak dalam
penyakit satuan unit
hewan/ternak menular
11.2). Jumlah obat- 5000 Bidang
obatan hewan/ternak dosis/thn |Peternakan
dalam satuan dosis/thn
11.3). Jumlah 500 Bidang
intensitas layanan kali/thn |Peternakan

tanggap URC Brigade
Proteksi Pertanian
kesehatan

hewan/ternak dalam

+- n lrali [than




NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR FORMULASI PROGRAM INDIEATOR! NN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN [LARCED EENANGGUNG
TUJUAN SASARAN PROGRAM PROGRAM JAWAB
12). Pembibitan, 12.1). Jumlah bibit 15 ekor |Bidang
pemeliharaan dan ternak disalurkan dan Peternakan
produksi hewan ternak |dipelihara dalam
satuan ekor
12.2). Jumlah 1000 ekor |Bidang
pelayanan IB dalam Peternakan
satuan ekor
12.3). Jumlah luasan 3 hektar |Bidang
lahan Hijauan Makanan Peternakan
Ternak (HMT) dalam
satuan hektar
2. Program 2.1). Rasio Meningkatnya 1). Penyediaan, 1.1). Jumlah Sunit |Bidang Sarana
Peningkatan |pelayanan alsintan |penerapan pemeliharaan alsintan |penyediaan alsintan dan Prasarana
Penerapan : 1). Alat olah teknologi dan pembinaan UPJA |dalam satuan unit
Teknologi tanah. 2). Alat pertanian
Pertanian panen. 3). Alat
pasca panen 1.2). Jumlah 40 unit |Bidang Sarana
pemeliharaan alsintan dan Prasarana
dalam satuan unit
1.3). Jumlah kelas 20 Bidang Sarana
UPJA dalam satuan lembaga |dan Prasarana
2.2). Rasio 2). Pengembangan, 2.1) Jumlah binaan 28 Bidang Tanaman
penerapan pengolahan dan pengolahan dan kelompok |Pangan
teknologi pemasaran hasil pemasaran tanaman
pengolahan hasil tanaman pangan dan |pangan dan
pertanian hortikultura hortilkultura dalam
satuan kelompok
2.3). Penumbuhan 3). Pengembangan, 3.1). Jumlah binaan 5 Bidang
/Peningkatan Unit pengolahan dan pengolahan dan kelompok |Perkebunan
Pelayanan Jasa pemasaran hasil pemasaran perkebunan
Alsintan (UPJA). perkebunan dalam satuan kelompok
4). Pembinaan dan 4.1). Jumlah binaan 10 Bidang
pengembangan pengolahan dan kelompok |Peternakan
agribisnis peternakan |pemasaran peternakan
dalam satuan kelompok
3. Program 3.1). Penyuluh yang|Terlaksananya 1). Peningkatan 1.1). Jumlah penyuluh | 100 orang |Bidang
Pemberdayaa |bersertifikat pemberdayaan kapasitas tenaga dan petani peserta Penyuluhan
n Penyuluhan penyuluhan penyuluh pertanian pelatihan di BLPP
Pertanian pertanian dalam satuan orang
3.2). Peningkatan 1.2). Jumlah intensitas 432 kali |Bidang
kelas kelompok tani pelatihan di BPP dalam Penyuluhan
satuan kali
3.3). Peningkatan 2). Penyediaan sarana |2.1). Jumlah demplot 253 unit |Bidang
kelas BPP prasarana serta dalam satuan unit Penyuluhan
3.4). Penyuluh yang penyiapan 2.2). Jumlah media 4000 |Bidang
sudah mengikuti pengembangan metode | cetak penyuluhan eksemplar |Penyuluhan

latihan dasar

dan informasi
penyuluh

dalam satuan
eksemplar




NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR FORMULASI PROGRAM INDIEATOR! NN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN [LARCED EENANGGUNG
TUJUAN SASARAN PROGRAM PROGRAM JAWAB

2.3). Jumlah intensitas 6 kali |Bidang
media elektronik Penyuluhan
penyuluhan dalam
satuan kali

3). Peningkatan 3.1) Jumlah penilaian 2600 Bidang

kapasitas kelas kelompok tani kelompok |Penyuluhan

kelembagaan petani dalam satuan kelompok

dan penyuluhan 3.2). Jumlah 9BPP |Bidang
kelembagaan kelas BPP Penyuluhan
dalam satuan BPP
3.3). Jumlah peserta 75 orang |Bidang
event daerah dan Penyuluhan

nasional dalam satuan
orang




RANCANGAN CROSS CUTTING RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Target Kinerja Program dan Kerangka

Kondisi Kinerja pada akhir

Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 N
. Indiktor N Program periode Renstra SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan g
Sasaran (Outcome) dan
Kegiatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(Output)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
03(01| 01 Program Pelayanan Meningkatnya |12 Bulan 498,134,000 |12 Bulan 711,979,250 |12 Bulan 697,990,000 |12 Bulan 614,228,000 - 892,000,000 - 892,000,000 - 4,306,331,250 Rutin
n pelayanan [ya Administrasi Pelayanan
administrasi | pelayanan Perkantoran Administrasi
Perkantoran
03|01/ 01|01 |Penyediaan Jasa Surat Tersedianya jasa |- - - - 3000 Lbr 5,000,000 DIHAPUS 5,000,000 dihapus
Menyurat surat menyurat
03|01/ 01 |;02|Penyediaan Jasa Tersedianya jasa |12 bulan 47,400,000 |12 bulan 47,400,000 |12 bulan 56,400,000 |12 bulan 43,724,000 | 12 bulan 125,000,000 | 12 bulan 125,000,000 | 72 bulan 444,924,000 Rutin
Komunikasi, Sumber Saya |komunikasi,
Air dan Listrik sumber daya air
030101 jasa peralatan | Tersedianya jasa |12 Bulan 98,075,000 |- - |12 Bulan 7,050,000 |12 Bulan 20,000,000 30 buah 10,000,000 30 buah 10,000,000 | 150 buah 145,125,000 Rutin
dan perlengkapan kantor  |peralatan dan
perlengkapan
kantor
03[01 01|07 |Penyediaan jasa Tersedianya jasa |12 bulan 113,004,000 |12 bulan 174,470,000 |12 bulan 202,470,000 (12 bin 103,004,000 | 12 bulan 275,000,000 | 12 bulan 275,000,000 | 72 bulan 1,142,948,000 Rutin
administrasi keuangan administrasi
keuangan
03(01 01 jasa T i jasa |12 bulan 13,775,000 |12 bulan 14,020,000 |12 bulan 15,000,000 |12 bin 15,000,000 60 buah 45,000,000 60 buah 45,000,000 | 360 buah 147,795,000 Rutin
kantor kebersihan kantor|
03[01| 0109 |Penyediaan Jasa Perbaikan | Tersedianya Jasa |- -] - |12 bulan 2,750,000 |12 bulan 15,000,000 25 kali 7,000,000 25 kali 7,000,000 90 kali 31,750,000 Rutin
Perlengkapan Kerja Perbaikan
Perlengkapan
03|01/ 0110 |Penyediaan alat tulis kantor| Tersedianya alat |12 bulan 18,125,000 |12 bulan 39,089,250 |12 bulan 35,000,000 |12 bulan 20,000,000 | 12 bulan 75,000,000 | 12 bulan 75,000,000 | 72 bulan 262,214,250 Rutin
tulis kantor
03|01 0111 |Penyediaan barang cetakan | Tersedianya 12 bulan 2,860,000 |12 bulan 15,000,000 |12 bulan 14,320,000 |12 bulan 5,000,000 4 buku 5,000,000 4 buku 5,000,000 | 24 buku 47,180,000 Rutin
dan pengadaan barang cetakan
dan penggandaan
03[01|01|12(P T 12 bulan 9,500,000 |12 bulan 15,000,000 |12 bulan 10,000,000 |12 bulan 10,000,000 | 80 buah 5,000,000 | 80 buah 5,000,000 | 400 buah 54,500,000 Rutin
instalasi listrik/penerangan |komponen
bangunan kantor instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
03|01/ 01|15 |Penyediaan bahan bacaan | Tersedianya 12 bulan 48,640,000 |12 bulan 70,000,000 |12 bulan 70,000,000 |12 bulan 60,000,000 7000 75,000,000 7000 75,000,000 42.000 398,640,000 Rutin
dan peraturan perundang- |bahan bacaan dan eksamplar eksamplar eksamplar
undangan peraturan
perundang-
03|01 0117 |Penyediaan Makanan dan | Tersedianya 12 Bulan 5,675,000 |12 Bulan 25,000,000 |12 Bulan 25,000,000 |12 Bulan 27,500,000 | 3 kegiatn 20,000,000 | 3 kegiatan 20,000,000 | 3 kegiatan 123,175,000 Rutin
Minuman makanan dan
minuman
03|01/ 01| 18|Rapat-rapat koordinasi dan | Terlaksana Rapat-{12 bulan 141,080,000 |12 bulan 262,000,000 |12 bulan 210,000,000 |12 bulan 240,000,000 | 12 bulan 250,000,000 | 12 bulan 250,000,000 | 72 bulan 1,353,080,000 Rutin
konsultasi ke luar daerah  |rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
03| 01| 01|20 |Penetapan Angka Kredit - - |12 Bulan 50,000,000 |12 Bulan 50,000,000 |12 Bulan 50,000,000 Ke Kegiatan Tenaga Penyuluh Pertanian 150,000,000 |dihapus
Penyuluh
Peningkata|Meningkat 03/01| 02 Program Peningkatan Peningkatan 13 unit 383,487,800 (12 unit 407,580,000 |46 unit 1,040,200,000 |35 unit 77,000,000 1,345,000,000 1,395,000,000 4,648,267,800 Rutin
nSarana |nya Sarana dan Prasarana  |Sarana dan
dan Sarana dan Aparatur Prasarana
Prasarana |Prasarana Aparatur
DiDinas  |Di Dinas 03[01] 0203 [Pembangunan gedung B I - BB N N N N . N N Rutin
Pertanian |Pertanian Kantor
Kab. BS Kab. BS 03[01| 02 Pengadaan Kendaraan Tersedianya 1 unit 213,286,000 |- - |1 unit 675,275,000 |- - 1 unit 650,000,000 1 unit 700,000,000 4 unit 2,238,561,000 Rutin
Dinas/Operasional kendaraan dinas
operasional
03[01| 02 Pengadaan Perlengkapan | Terlaksanannya |- - |- - |- - |- - - - - - - - Rutin
Rumah Jabatan/Dinas pengadaan
perlengkapan
rumah
jabatan /dinas




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir
. Indiktor - Program periode Renstra SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan Keterangan
Sasaran (Outcome) dan
Kegiatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(Output)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 03[ 01] 02]09 |Pengadaan Peralatan Terlaksanannya |- “[Tunit 127,570,000 | 10 unit 128,425,000 | 10 unit 20,000,000 | 25 unit 250,000,000 | 25 unit 250,000,000 | 71 unit 775,995,000 Rutin
Gedung Kantor Pengadaan
peralatan gedung
kantor
3103|0102 Pengadaan mebeleur Terlaksanannya |- - |- -1 - |5 unit 12,000,000 |Di Ke Kegiatan Gedung Kantor 12,000,000 dihapus
pengadaan
meubuler
3{03|01|02 Penataan Halaman Gedung | Terlaksananya |- -1|- - |- - |- - 1 kali 30,000,000 1kali 30,000,000 2 kali 60,000,000 Rutin
Kantor Pentaan halaman
Gedung Kantor
303|01| 02|15 |Pemeliharaan rutin/berkala | Terlaksanannya |1 unit 1,910,000 |1 unit 53,010,000 |1 unit 3,500,000 |1 unit 5,000,000 1 unit 150,000,000 1 unit 150,000,000 1 unit 363,420,000 Rutin
gedung kantor Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
3 (03|01 02|17 |Pemeliharaan rutin/berkala| Terlaksanannya |10 unit 51,940,000 |10 unit 227,000,000 (19 unit 233,000,000 (19 unit 40,000,000 20 unit 65,000,000 20 unit 65,000,000 20 unit 681,940,000 Rutin
kendaraan rutin/berkala
di
o
3(03|01|02 Rehabilitasi sedang/berat | Tersedianya 1 unit 116,351,800 |- - |- - |- - 1 unit 200,000,000 1 unit 200,000,000 1 unit 516,351,800 Rutin
gedung kantor rehabilitas
sedang/berat
gedung kantor
Peni Meningkat 303/01| 05 Program Peningkatan Meningkatnya - - - - 25,000,000 25,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 Rutin
ngkatan |kan SDM Kapasitas Sumber Daya |Kapasitas
SDM ASN  |ASN Di aparatur Sumber Daya
DiDinas  |Dinas Aparatur
Pertanian |Pertanian 01 |Pendidikan dan Pelatihan | Tercapainya - - - - 6 kali 25,000,000 3 kali 25,000,000 15 Kali 100,000,000 15 Kali 100,000,000 24 kali 250,000,000
Kab. BS Kab. BS Formal pendidikan dan
pelatihan formal
Melaksana |Terlaksana 303/01| 06 Program Peningkatan Tersusunnya 13 112,153,250 |14 115,000,000 |24 Laporan 148,553,500 |24 Laporan 152,000,000 - 145,000,000 - 175,000,000 - 847,706,750 Rutin
kan nya pengembangan sistem |Laporan Laporan/d Laporan / / Dokumen / Dokumen
p D pelaporan capaian Keuangan, okumen Dokumen
n dokumen |n dokumen Kinerja dan keuangan  |Laporan
perencana |perencana Inventarisasi
andan  |an dan Barang dan
pelaporan |pelaporan dokumen
kinerja. |kinerja. perencanaan
penganggaran
3 (03|01 06 Penyusunan laporan Terlaksanannya |3 19,291,750 |3 15,000,000 |3 16,443,000 |3 17,000,000 |Di Ke Kegiatan Laporan 67,734,750 |dihapus
capaian kinerja dan iktisar |Penyusunan laporan/do laporan/do laporan/dok laporan/dok
realisasi kinerja SKPD laporan capaian |kumen kumen umen umen
Kinerja dan
ikhtisar realisasi
3 (03|01 06 Penyusunan pelaporan Terlaksanannya |2 10,000,000 |2 10,000,000 |2 10,500,000 |2 15,000,000 |Di Ke Kegiatan Laporan 45,500,000 |dihapus
P laporan/do laporan/do laporan/dok laporan/dok
pelaporan kumen kumen umen umen
keuangan
3[03]01] 06| |Penyusunan pelaporan |Terlaksananya |- =k |5 Laporan 24,410,500 |5 Laporan 15,000,000 |Di Ke Kegiatan Laporan 39,410,500 |dihapus
prognosis Realisasi pelaporan
" )
3 (03|01 06 Penyusunan rencana kerja | Terlaksanannya |4 laporan 32,200,000 |4 dokumen 35,000,000 |4 dokumen 38,000,000 |4 dokumen 35,000,000 |Di; Ke Kegiatan 140,200,000 |dihapus
anggaran/Dokumen Penyusunan
Pelaksanan anggaran Rencana Kerja
(RKA/DPA) |Anggaran/Dokum
en Pelaksanaan
Anggaran
(RKA/DPA) SKPD
3[03]01] 06| |Penyusunan Laporan Tersusunnya |1 dokumen 12,061,500 |- F |1 dokumen 15,000,000 |Kegiatan dihapus Karena tumpang tindih dengan kegiatan Penataan dan 27,061,500 |dihapus
Barang akhir tahun Laporan barang Penyusunan laporan inventaris barang
akhir tahun
303/01| 06 Penyusunan laporan Tersusunnya - - |1 dokumen 15,000,000 |1 dokumen 16,200,000 |1 dokumen 15,000,000 |Di Ke Kegiatan 46,200,000 |dihapus
akuntabilitas kinerja Lakip Distan
instansi pemerintah(LAKIP)
303/01| 06 Penyusunan Rencana Kerja |Tersusunnya 2 dokumen 13,600,000 |2 dokumen 15,000,000 |2 dokumen 17,000,000 |2 dokumen 15,000,000 |Di Ke Kegiatan 60,600,000 |dihapus
(RENJA) SKPD Dokumen Renja
SKPD




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Tujuan | Sasaran Program dan Kegiatan Keterangan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penataan dan Penyusunan 1 dokumen 25,000,000 |1 dokumen 25,000,000 | 1dokumen 26,000,000 | 1 dokumen 25,000,000 | 1 dokumen 30,000,000 | 1 dokumen 35,000,000 | 6 dokumen 166,000,000 Rutin
laporan inventaris barang
Penyusunan Laporan - - - - - -| 3Laporan 15,000,000 | 3 Laporan 20,000,000 | 6 Laporan 35,000,000 Rutin
Keuangan
Penyusunan Dokumen - - - - - -| 6 dokumen 100,000,000 | 6 dokumen 120,000,000 |12 dokumen 220,000,000 Rutin
Perencanaan Penganggaran
Program Pengembangan - 1 15,000,000 |1 Dokumen 217,260,000 |1 Dokumen 135,000,000 |Nomenklatur Program OPD lain 367,260,000
data/informasi/statistik Dokumen
Daerah
Penyusunan Indeks - 1 dokumen 15,000,000 |1 dokumen 16,950,000 |1 dokumen 20,000,000 Ke Kegiatan y 51,950,000 |dihapus
Kepuasan Masyarakat
Penyusunan Profile OPD - - 1 dokumen 85,380,000 |- - | 1dokumen 150,000,000 | 1 dokumen 150,000,000 | 3 dokumen 385,380,000
Monitoring, evaluasi dan - - 1 dokumen 103,330,000 |1 dokumen 100,000,000 Ke Kegiatan y 203,330,000 |dihapus
pelaporan kegiatan OPD
dan DAK
Penyusunan LPPD - E - |10 Laporan 11,600,000 |10 Laporan 15,000,000 Ke Kegiatan Peny 26,600,000 |dihapus
Program Peningkatan 20 75,000,000 |11 774,880,000 (11 263,471,000 [11 134,825,000 | Dihapus karena nomenklatur program merupakan tujuan dari Cascading OPD 1,248,176,000 |dihapus
ji Petani kecamatan kecamatan kecamatan

tani
Pelatihan Petani dan Pelaku = = 11 134,850,000 |11 35,000,000 Ke Kegiatan petani dan 169,850,000 |dihapus
Agribisnis kecamatan kecamatan penyuluhan

20 75,000,000 (11 123,000,000 (11 128,621,000 (11 39,000,000 Ke Kegiatan petani dan 365,621,000 |dihapus
lembaga petani kelompok kecamatan kecamatan kecamatan penyuluhan

tani
peningkatan sistem Insentif - 5000 651,880,000 |- ~|5000 60,825,000 Ke Kegiatan P tanaman pangan dan 712,705,000 |dihapus
dan disinsentif bagi moncong moncong hortikultura
petani/kelompok tani
Program Peningkatan 11 991,275,000 |11 1,300,000,000 |11 1,747,230,000 |11 1,890,278,000 | Dihapus karena nomenklatur program tumpang tindih dengan program lain yang 5,928,783,000 |dihapus
Ketahanan Pangan kecamatan Kecamata Kecamatan Kecamatan tujuannya sama yaitu peningkatan produksi pertanian
(Pertanian/Perkebunan) n
Monitoring, evaluasi dan 11 113,000,000 |11 200,000,000 (11 210,000,000 (11 231,000,000 ke Program Produksi Pertanian 754,000,000 |pindah program
pelaporan kebijakan subsidi kecamatan kecamatan kecamatan
pertanian




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir
. Indiktor - Program periode Renstra SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan Keterangan
Sasaran (Outcome) dan
Kegiatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(Output)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
UPTD |12 bulan 80,000,000 |12 bulan 75,000,000 (12 bulan 78,750,000 (12 bulan 100,000,000 i ke Program Produksi Pertanian 333,750,000 |pindah program
padi, palawija Balai Benih
pengembangan diversifikasi[Bawang merah, |2 ha, 5 ha 85,000,000 |2 ha,5ha 230,000,000 |- -|2ha,5ha - ke kegiatan P ihan/Perbibitan dan edukasi 315,000,000 |dihapus
tanaman cabe, demplot Pertanian
pertanian organik
perbenihan |0 12 bulan 60,000,000 |12 bulan 80,000,000 (12 bulan 83,125,000 (12 bulan 91,437,500 ke kegiatan Perbibitan dan edukasi 314,562,500 |dihapus
perbibitan UPTD HMT Selali Pertanian
pengembangan sistem Data Statistik 11 43,275,000 (11 50,000,000 (11 69,693,000 (11 76,662,300 ke kegiatan Profil OPD 239,630,300 |dihapus
informasi pasar Perkebunan atan kecamatai kecamatan
Penelitian dan Operasional PSP |11 60,000,000 |11 65,000,000 |11 95,500,000 |11 60,000,000 ke kegiatan / ilitasi Infrastruktur Pertanian 280,500,000 |dihapus
kecamatan kecamatan kecamatan
pertanian
peningkatan produksi, benih padi unggul |37,5 ton 550,000,000 (40 ton 550,000,000 |40 ton 550,000,000 |40 ton 605,000,000 ke kegiatan intensifikasi tanaman padi dan palawija 2,255,000,000 |dihapus
produktivitas dan mutu
produk perkebunan, produk
pertanian
Penyusunan Data Base Data Statistik - -[11 50,000,000 (11 75,000,000 (11 82,500,000 ke kegiatan alsintan dan UPJA 207,500,000 |dihapus
Alsintan Perkebunan kecamatan kecamatan kecamatan
Pengembangan sistem sistem informasi |- -|- - 11 122,000,000 |11 134,200,000 ke kegiatan Profil OPD 256,200,000 |dihapus
informasi dan statistik kecamatan kecamatan
pertanian dan tanaman
holtikultura
Pemetaan Rekomendasi Pupuk tanaman |- - |- - |11 353,162,000 (11 388,478,200 ke kegiatan dan hasil 741,640,200 |dihapus
pemupukan untuk tanaman |kelapa sawit kecamatan kecamatan perkebunan
kelapa sawit
Peningkatan Kapasitas Meningkatnya - -|- - |- - - - Ke Kegiatan petani dan - |dihapus
Aparatur Perkebunan aparatur penyuluhan
dalam rangka perkebunan
pembangunan perkebunan
berkelanjutan
Fasilitasi pembiayaan pembiayaan B ae |12 Bulan 110,000,000 |12 bulan 121,000,000 ke Program Produksi Pertanian 231,000,000 |pindah program
pertanian pertanian
Program Peningkatan Jumlah Alat 4 332,252,000 |4 50,000,000 (4 862,625,000 |4 72,600,000 |perbaikan indikator, nomenklatur Program & kegiatan di dalam program tersebut 1,317,477,000 |perbaikan indikator,
Penerapan Teknologi Mesin Pertanian |perusahaan perusahaan perusahaa perusahaan nomenklatur program
Pertanian/P¢ n &keg
Pengadaan sarana dan Alsintan 2250 unit 300,000,000 |- -1 -1 - ke kegiatan alsintan dan UPJA 300,000,000 |dihapus
prasarana teknologi lapon babi
pertanian/perkebunan
tepat guna
dan alat |- - |- - |1Keg 115,000,000 |1 Keg 22,600,000 ke kegiatan alsintan dan UPJA 137,600,000 |dihapus
teknologi pertanian pertanian
perkebunan tepat guna | perkebunan tepat
guna
Pelatihan Penerapan laporan = =k [T laporan 222,932,000 |1 laporan ke kegiatan alsintan dan UPJA 222,932,000 |dihapus
Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Modern Bercocok Tanam
‘monitoring, evaluasi dan _|laporan = =k [T laporan 145,858,000 |1 laporan = Ke Kegiatan 145,858,000 |dihapus
pelaporan
Pelatihan dan Bimbingan  |laporan - -|- - [1laporan 197,000,000 ke kegiatan alsintan dan UPJA 197,000,000 |dihapus
Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna
pengelolaan sistem Taporan B ae [T laporan 121,835,000 |1 laporan B ke kegiatan sarana serta 121,835,000 |dihapus
jemn informasi pengembangan metode dan informasi penyuluh
penyuluhan
fasilitasi, infentarisasi dan |identifikasi 4 32,252,000 |4 50,000,000 (4 60,000,000 (4 50,000,000 ke Program P Teknologi Pertanian 192,252,000 |pindah program
identifikasi serta gangguan usaha | perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan
kasus  |p
ganguan usaha perkebunan




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir
. Indiktor - Program periode Renstra SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan Keterangan
Sasaran (Outcome) dan
Kegiatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(Output)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Peningkatan  |Produksi Padi |75 paket 9,859,000,350 |75 paket 661,265,750 |75 paket 7,863,527,250 | 75 paket 12,882,831,525 |Perbaikan Nomenklatur Program menjadi Program Peningkatan Produksi 39,266,624,875 |dihapus
Produksi Jagung Pertanian
Pertanian/Perkebunan  |Kelapa Sawit
= ~[20 embung, F 20 embung, 2,012,838,000 2,012,838,000 |dihapus
Produksi embung, dam dan 20)UT 20JUT
Pertanian/Perkebunan  |JUT
Penyediaan Sarana tersedianya 10JUT, 8 3,902,110,000 |20 embung, 3,298,645,750 |- 20 embung, 2,000,000,000 ke kegiatan Sarana dan Pertanian (DAK) 9,200,755,750 dihapus
Pertanian/Perkebunan  |embung, dam dan |embung, 10 20JUT 20)UT
1UT ( DAKY Dam
Pengembangan Bibit Bibit sawit & bibit| 1200000 436,890,350 |80.000 & 362,620,000 |80.000 & 1,793,166,000 [80.000 & 1,850,000,000 | Perbaikan Nomenklatur kegiatan menjadi Pengembangan bibit unggul perkebunan 4,442,676,350 |dihapus
Unggul pala sawit 8000 25.000 25.000 25.000
Pertanian/Perkebunan pala
Pembangunan/Rehabilitasi |Jalan Sentra 31 paket 5,520,000,000 |50 paket 5,000,000,000 (50 paket 4,914,263,250 |50 paket 4819,993,525 | Perbaikan Kegiatan i infrastruktur 20,254,256,775 |dihapus
Jalan Sentra Produksi Produksi pertanian
Perluasan Areal Tanam _|Cetak Sawah |- =F 50Ha ~|50Ha 1,000,000,000 ke kegiatan i tanaman padi dan palawija 1,000,000,000 dihapus
Pengembangan Desa Desa Mandiri |- -F |2 Desa |2 Desa 100,000,000 ke kegiatan P /Perbibitan dan edukasi 100,000,000 [dihapus
Mandiri Benih Benih Pertanian
binaan dan - -F ~|50Ha 569,619,000 |50 Ha 500,000,000 ke kegiatan P /Perbibitan dan edukasi 1,069,619,000 dihapus
kelompok penangkar benih |benih padi Pertanian
padi
Penyediaan saranadan _|penangkaran |- =F ~|50Ha 286,479,000 |50 Ha 500,000,000 ke kegiatan P tanaman pangan dan 786,479,000 |dihapus
prasarana perlindungan | benih padi hortikultura
tanaman
pengadaan benih bermutu | Benih bermutu |- -F - |2 Desa 100,000,000 ke kegiatan P /Perbibitan dan edukasi 100,000,000 [dihapus
dan bersertifikat Pertanian
Penyusunan Action Plan Dok 300,000,000 ipi ke Program Produksi Pertanian 300,000,000 |pindah program
Kawasan Pertanian
Program Pencegahan dan | penanggulangan |11 202,304,000 |11 1,830,000,000 |11 2,042,508,000 (11 350,000,000 |Dihapus karena nomenklatur program tumpang tindih dengan program lain yang 4,424,812,000 |dihapus
Penanggulangan penyakit| penyakit hewan |kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan tujuannya sama yaitu peningkatan produksi pertanian
ternak
Pemeliharaan Kesehatan _ |identifikasi dan |11 102,304,000 |11 1,730,000,000 |11 1,937,508,000 |11 250,000,000 | Dimasukkan ke kegiatan Layanan kesehatan, monitoring dan surveilans penyakit 4,019,812,000 |dihapus
dan penyakit kecamatan kecamatan kecamatan hewan / ternak menular
menular penyakit hewan
Menuluar
Pelayanan Kesehatan pelayanan 1 100,000,000 |11 100,000,000 |11 105,000,000 |11 100,000,000 | Perbaikan Nomenklatur kegiatan menjadi Layanan kesehatan, monitoring dan 405,000,000 |dihapus
Hewan, Monitoring dan hewan kecamatan kecamatan kecamatan surveilans penyakit hewan / ternak menular
survelians penyakit hewan
Program Peningkatan | produksi daging |11 389,250,000 |11 729,000,000 |11 795,750,000 |11 30,000,000 | Dihapus karena nomenklatur program tumpang tindih dengan program lain yang 1,944,000,000 dihapus
Produksi Peternakan | Ternak besar  |kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan tujuannya sama yaitu peningkatan produksi pertanian
ternak kecil
dan 1 115,000,000 |11 254,000,000 |11 270,000,000 |11 15,000,000 |Perbaikan Nomenklatur kegiatan menjadi Pembibitan dan pemeliharaan ternak 654,000,000 |dihapus
ternak ternak
pengembangan Agribisnis |RPH 11 115,000,000 |11 254,000,000 |11 525,750,000 |11 15,000,000 |Perbaikan Nomenklatur kegiatan menjadi Pembinaan dan pengembangan 909,750,000 [dihapus
peternakan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan agribisnis peternakan
P agribisnis a  |1000 ckor 159,250,000 4000 ekor 221,000,000 |- ~|4500 ekor - | Dihapus karena nomenklatur kegiatan ada 2 kegiatan dengan nama kegiatan yang 380,250,000 |dihapus
peternakan pengembangan sama
agribisnis
Peternakan
Program Peningkatan  |Meningkatnya |- BE [ unit 25,000,000 |- - [Nomenklatur Program OPD lain 25,000,000
Disiplin Aparatur Disiplin Apatur
Pengadaan Mesin Absensi | Tersedianya |- - “[Tunit 25,000,000 |- ~ |Dimasukkan Ke Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25,000,000 |dihapus
mesin absensi
pegawai
Peningkata| Meningkat 4[03[01[ 21| |Program Perencanaan  |Meningkatnya |- 11,844,000 | - - - - |Nomenklatur Program OPD lain 11,844,000
nterhadap|  nya Daerah
Perencana | Pembangu Perencanaan
an nan di Daerah
Pembangu | - daerah Penyusunan RENSTRA __|Tersusunnya 1 dokumen 11,844,000 |- -F -F = Ke Kegiatan Peny 11,844,000 |dihapus
nan Kab. BS Renstra
Daerah
Program Pembinaan dan_|Meningkatnya B 13,000,000 15,000,000 |NomenKlatur Program OPD lain 28,000,000
Pengembangan Aparatur |SDM pegawai
ASN




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir
. Indiktor - Program periode Renstra SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan Keterangan
Sasaran (Outcome) dan
Kegiatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(Output)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penyusunan ANJABDan _|Tersedianya data | 1 dokumen - ~| T Laporan 13,000,000 | 1 Laporan 15,000,000 |Kegiatan dihapus karena penyusunannya dikembaikan ke Bagian Ortala Pemda 28,000,000 dihapus
ABK pegawai yang
akurat
Program Peningkatan Menigkatnya -]- 15,000,000 | - 20,000,000 (Nomenklatur Program OPD lain 35,000,000
Sistem Pengawasan Sistem
Internal dan Pengawasan
Pengendalian Internal dan
KDH Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Penyusunan Standard Tersedianya SOP - - -| 1Laporan 15,000,000 | 1 Laporan 20,000,000 |Kegiatan dihapus karena penyusunannya dikembaikan ke Bagian Ortala Pemda 35,000,000 |dihapus
Operating Prosedure (SOP) |yang lengkap
Penyusunan Sistem Tersusunnya B B ~[Kegiatan dihapus karena p dik ke Dinas [ dihapus
Pengemdalian Intern Sistem
Pemerintah ( SPIP) Pengemdalian
Intern
Pemerintah ( SPIP
) yang baik
Program Peningkatan __|Meningkatnya |- Tkeg 403,405,000 |1 keg 2,500,000,000 |1 keg 350,000,000 | Dihapus karena nomenklatur program tumpang tindih dengan program lain yang 3,253,405,000 |dihapus
Pemasaran Hasil promosi atas tujuannya sama yaitu peningkatan produksi pertanian
Produksi hasil produksi
Pertanian/Perkebunan |pertanian/perk
ebunan
unggulan daerah
Promosi Atas Hasil hasil produksi |- Tkeg 403,405,000 |1 keg 2,500,000,000 |1 keg 350,000,000 [Kegiatan di pi ke Program Peni P Teknologi 3,253,405,000 | pindah program
Produksi pertanian/perkeb Pertanian/Perkebunan
Pertanian/Perkebunan  |unan unggulan
Unggulan Daerah daerah
Program Pemberdayaan |Meningkatnya |- 5 =F 20 kali 570,672,000 |Perbaikan Nomenklatur Program menjadi Program Pemberdayaan Penyuluhan 570,672,000 |dihapus
Penyuluh jumlah Pertanian
Pertanian/Perkebunan | kelompok
Lapangan pelaksana
Sekolah Lapang
Agribisnis
Peningkatan Kapasitas __|Meningkatnya |- E - B B ~[Perbaikan Nomenklatur Kegiatan menjadi Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga ~[dihapus
Tenaga Penyuluh Kompetensi penyuluh pertanian
Pertanian/P¢ Penyuluh
Penyuluhan dan Tersusunnya |- E e B B B ke Kegiatan petani dan ~ [dihapus
Pendampingan bagi program dan penyuluhan
Pertanian/Perkebunan  |kebijakan
PPL Identifikasi
informasi
pertanian di BP4K
serta gerakan
RDK/RDKK
Poktan
Penyediaan Sarana dan | Tersedianya - - -1 - |1 paket, 10 400,000,000 | Perbaikan Nomenklatur Kegiatan menjadi Kegiatan Penyediaan sarana prasarana 400,000,000 |dihapus
Prasarana Penyuluhan  |Sarana dan unit serta penyiap metode dan i i luh
Prasarana
Penyuluhan
(DAK)
Penyuluhan kapasitas Tersedianya - -1 ~louPT 170,672,000 |Perbaikan Nomenklatur Kegiatan menjadi Kegiatan Peningkatan kapasitas 170,672,000 |dihapus
kelembagaan penyuluh  |Sarana dan petani dan p
(BPP) Prasarana
Penyuluhan (9
UPT-PPL dan
Petani) (Demplot)




Tujuan

Sasaran

Indiktor
Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD

Target Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target Rp

Keterangan

2

3

10

12

13

15

16 17

18

kan
Kesejahter
aan Petani

nya
Pendapata
n Petani

Nilai Tukar
Petani
(NTP).
(Rumus NTP
= (IT/1B) x
100%)

Program Peningkatan
Produksi Pertanian

Produksi padi,
jagung, kelapa
sawit, kopi,
daging sapi,
daging unggas.

9,495,000,000

10,270,000,000

- 19,765,000,000

perbaikan nomenklatur
kegiatan

Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pertanian (DAK)

Volume sumber-
sumber air dan
Panjang JUT dan
ISP, Jumlah
Sarana prasarana
BPP

volume
dalam m3

dan panjang

dalam
meter,
jumlah unit

4,000,000,000

volume
dalam m3

dan panjang

dalam
meter,
jumlah unit

4,200,000,000

volume
dalam m3
dan panjang
dalam
meter,
jumlah unit

8,200,000,000

perbaikan nomenklatur
kegiatan

Pembangunan /
Rehabilitasi Infrastruktur
Pertanian

Volume sumber-
sumber air dan
Panjang JIT, JUT
dan JSP

volume
dalam m3

dan panjang
dalam meter,

3,500,000,000

volume
dalam m3

dan panjang
dalam meter|

3,800,000,000

volume
dalam m3

dan panjang

dalam meter|

7,300,000,000

perbaikan nomenklatur
kegiatan

Monitoring, evaluasi dan
pelaporan kebijakan subsidi
pertanian

Jumlah intensitas
pengawasan/pen
gawalan pupuk
dan pestisida

Kali

Pengawasan

75,000,000

Kali

Pengawasan

100,000,000

Kali 175,000,000
Pengawasan

perbaikan nomenklatur
kegiatan

Fasilitasi pembiayaan
pertanian

Jumlah nasabah
KUR pertanian,
Jumlah luasan
lahan padi
tertanggung
layanan AUTP
dan Jumlah sapi
tertanggung
lavanan AUTT

Orang,
Hektar dan
Ekor

50,000,000

Orang,
Hektar dan
Ekor

75,000,000

Orang,
Hektar dan
Ekor

125,000,000

perbaikan nomenklatur
kegiatan

Pengembangan
Perbenihan/Perbibitan dan
edukasi Pertanian

Jumlah benih /
bibit tanaman
pangan dan
hortikultura,
Jumlah koleksi
‘tanaman
hortikultura dan
Jumlah koleksi
pohon indukan
hortikultura

Ton dan
Batang

400,000,000

Ton dan
Batang

450,000,000

Ton dan
Batang

850,000,000

perbaikan nomenklatur
kegiatan

Penanganan perlindungan
tanaman pangan dan
hortikultura

Jumlah babi yang
dibasmi, Jumlah
alat pengendalian
hama, Jumlah
obat-obatan
tanaman yang
disediakan dan
Frekuensi
monitoring URC
brigade Proteksi
dan Penangan
Insidentil
serangan hama
penyakit

unit dan
frekuensi

300,000,000

unit dan
frekuensi

350,000,000

unit dan
frekuensi

650,000,000

perbaikan nomenklatur
kegiatan

Pengembangan
intensifikasi tanaman padi
dan palawija

Jumlah luasan
hektar
Intensifikasi
PAJALE,
Holtikultura dan
Jumlah kelompok

yang
diintensifikasikan

Hektar dan
Kelompok

150,000,000

Hektar dan
Kelompok

175,000,000

Hektar dan
Kelompok

325,000,000

perbaikan nomenklatur
kegiatan

Pengembangan bibit
unggul perkebunan

Jumlah bibit
perkebunan yang
diadakan

Batang

220,000,000

Batang

220,000,000

Batang 440,000,000

perbaikan nomenklatur
kegiatan




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja

Kondisi Kinerja pada akhir

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 N
. Indiktor - Program periode Renstra SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan Keterangan
Sasaran (Outcome) dan
Kegiatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(Output)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fasilitasi, inventarisi Jumlah intensitas - - - - - - Kali 50,000,000 Kali 50,000,000 Kali 100,000,000 |perbaikan nomenklatur
dan identfikasi serta  |penanganan Pengawasan Pengawasan Pengawasan kegiatan
penanganan gangguan |gangguan usaha
usaha perkebunan perkebunan
Bimbingan peningkatan |Jumlah intensitas - - - - - - Kali 100,000,000 Kali 100,000,000 Kali 200,000,000 |perbaikan nomenklatur
mutu dan produksi bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan kegiatan
tanaman perkebunan  |komoditas dan dan dan
unggulan Kilogram Kilogram Kilogram
perkebunan dan
Jumlah produksi
tanaman kebun
percontohan
Layanan kesehatan, Jumlah alat-alat - - - - - - unit, 350,000,000 unit, 400,000,000 unit, 750,000,000 |perbaikan nomenklatur
monitoring dan kesehatan dosis kali dosis kali dosis kali kegiatan
surveilans penyakit hewan/ternak, per ekor per ekor per ekor
hewan / ternak obat-obatan
menular hewan /ternak
dan Jumlah
intensitas layanan
tanggap URC
Brigade Proteksi
Pertanian
kesehatan
hewan /ternak
Pembibitan dan Jumlah bibit = = = = = - | Ekordan 300,000,000 | Ekor dan 350,000,000 | Ekor dan 650,000,000 |perbaikan nomenklatur
pemeliharaan ternak  |ternak disalurkan Hektar Hektar Hektar Kegiatan
dan dipelihara,
Jjumlah pelayanan
1B dan Jumlah
luasan lahan
Hijauan Makanan
Ternak (HMT)
Program Peningkatan Rasio pelayanan - - - - - - - 750,000,000 - 850,000,000 - 1,600,000,000 |perbaikan nomenklatur
Penerapan Teknologi  |alsintan: 1). kegiatan
Pertanian/Perkebunan | Alat olah tanah.
2). Alat panen.
3). Alat pasca
panen, Rasio
penerapan
teknologi
pengolahan
hasil pertanian
dan
Penumbuhan
/Peningkatan
Unit Pelayanan
Jasa Alsintan
(UPjA)
Penyediaan, pemeliharaan |Jumlah - - - - - - |unit dan unit| 500,000,000 | unit dan 600,000,000 | unit dan 1,100,000,000 |perbaikan nomenklatur
alsintan dan pembinaan  |penyediaan dan lembaga unit unit kegiatan
UPJA pemeliharaan lembaga lembaga
alsintan dan
Jumlah kelas UPJA|
Pengembangan, pengolahan | Jumlah binaan 5 5 = = = | Kelompok 150,000,000 | Kelompok 150,000,000 | Kelompok 300,000,000 |perbaikan nomenklatur
dan pemasaran hasil pengolahan dan kegiatan
tanaman pangan dan pemasaran
hortikultura tanaman pangan
dan hortilkultura
Jumlah binaan - - - - - - | Kelompok 50,000,000 | Kelompok 50,000,000 | Kelompok 100,000,000 |perbaikan nomenklatur
dan pemasaran hasil pengolahan dan kegiatan
perkebunan pemasaran




Tujuan

Sasaran

Indiktor
Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target Rp

Keterangan

2

3

10

12

13

14

15

16 17

18

Pembinaan dan

Jumlah binaan
dan

agribisnis
peternakan

pemasaran

Kelompok

50,000,000

Kelompok

50,000,000

Kelompok 100,000,000

perbaikan nomenklatur
kegiatan

Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian

Penyuluh yang
bersertifikat,
Peningkatan
kelas kelompok
tani,
Peningkatan
kelas BPP dan
Penyuluh yang
sudah mengikuti
latihan dasar

750,000,000

350,000,000

- 1,100,000,000

perbaikan nomenklatur
kegiatan

Peningkatan Kapasitas
Tenaga Penyuluh Pertanian

Jumlah penyuluh
peserta pelatihan
di BLPP dan

Jumlah intensitas
pelatihan di BPP

Orang dan
frekuensi
pelatihan

100,000,000

Orang dan
frekuensi
pelatihan

100,000,000

Orang per
kegiatan

200,000,000

perbaikan nomenklatur
kegiatan

Penyediaan sarana
prasarana serta penyiapan

Jumlah demplot,
media cetak
dan

metode dan |p

informasi penyuluh

Jumlah intensitas
media elektronik
penyuluhan

unit,
eksamplar
dan kali

150,000,000

unit,
eksamplar
dan kali

150,000,000

unit,
eksamplar
dan kali

300,000,000

perbaikan nomenklatur
kegiatan

Peningkatan kapasitas
kelembagaan petani dan
penyuluhan

Jumlah penilaian
kelas kelompok
tani, Jumlah
kelembagaan
kelas BPP dan
Jumlah peserta
event daerah dan
nasional

Kelompok, 9

unit BPP da
orang/pese
ta

500,000,000
n|
T

unit BPP
dan
orang/pese
ta

Kelompok, 9

100,000,000

T

Kelompok, 9
unit BPP
dan
orang/peser
ta

600,000,000

perbaikan nomenklatur
kegiatan

TOTAL

12,854,700,400

14,998,110,000

18,257,114,750

17,319,434,525

13,477,000,000

14,032,000,000

90,938,359,675




	COVER RENSTRA REVISI 2019(1).pdf
	DAFTAR ISI RENSTRA  2016-2021(1).pdf
	ISI RENSTRA PERTANIAN 2016-2021 OK(1).pdf
	L A M P I R A N(1).pdf
	SK KADIS TENTANG REVISI RENSTRA OPD(1).pdf
	CASCADING(1).pdf
	CROSS CUTTING.pdf

